


KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya,

Inspektorat Daerah Provinsi Papua telah menyusun Laporan Kinerja Inspektorat
Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab | dan Bab II, Inspektorat Daerah Provinsi
Papua memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih,
efektif, dan akuntabel. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal tersebut
diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun
2025, yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua
serta Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran umum organisasi, perencanaan
kinerja, serta capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua selama Tahun
Anggaran 2025, termasuk analisis atas pelaksanaan program dan kegiatan
pengawasan serta keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian
kinerja.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memerlukan
penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat
diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas

kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua pada masa yang akan datang.
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Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi
Papua Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan kinerja

pengawasan internal secara berkelanjutan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025

Laporan Kinerja (LK]) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 disusun
sebagal wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi
pengawasan internal pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan
laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian sasaran strategis
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Tahun 2025.

Pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025
merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi
Papua Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026, khususnya dalam mendukung Misi ke-3,
yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, dan
Akuntabel.

Tujuan utama Inspektorat Daerah Provinsi Papua adalah meningkatkan
kualitas pengawasan internal guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, pada Tahun 2025 ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui
indikator kinerja utama yang mencerminkan efektivitas tindak lanjut hasil
pemeriksaan, penanganan pengaduan masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan kinerja daerah.

Ikhtisar Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | Capaian | Keterangan
Fersentase Rarglan : 85% 50% 58.82 % Menurun
Negara/Daerah yang Tertangani
Persentase Penyelesaian Tindak Hampir
709 3,61% | 80,81% i
Lanjut Hasil Pemt_a_rik§_§§_n_(:i'LHP) ol s min ¥ Tercapai
S t
F’ersen.tase Pe.ngaduan Masyarakat 100% 100% 100% anga_
yang Ditangani Berhasil
Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP 100% Tercapai
 Daerah
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Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Tahun 2025 berada pada kategori
“Sangat Berhasil”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan
internal telah berjalan efektif dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata
kelola pemerintahan daerah.

Sepanjang Tahun 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Papua melaksanakan
pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
yang mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta asistensi dan
'pendampingan kepada perangkat daerah. Pengawasan difokuskan pada area
strategis seperti pengelolaan keuangan daerah, kinerja perangkat daerah,
pengendalian intern, pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta pencegahan tindak
pidana korupsi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah
Provinsi Papua didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp33.513.666.383,00, yang
dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja

pengawasan.
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PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan
dalam Bab lll, serta simpulan dan rekomendasi pada Bab IV, dapat disimpulkan
bahwa kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 telah dilaksanakan
secara efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Meskipun demikian, ke depan masih diperlukan upaya penguatan, khususnya
dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, serta penguatan budaya

integritas dan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah.

Februari 2026
AERAH
PAPUA,

NIP. 19750115 200312 1 007
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Provinsi Papua

1.

Kedudukan dan Dasar Pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Papua
merupakan Perangkat Daerah Eselon Il A di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor
18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi,
serta tata kerja lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 6
Tahun 2024.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan regulasi tersebut, Inspektorat Daerah
Provinsi Papua bertugas membantu Gubernur dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan
tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

e Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;

e Pelaksanaan pengawasan internal (audit, reviu, evaluasi, pemantauan)

terhadap kinerja dan keuangan;
e Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Gubernur;
¢ Koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
 Penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi; Pelaksanaan
administrasi dan fungsi lain sesuai ketentuan.

Landasan Hukum Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini mengacu pada prinsip
akuntabilitas kinerja yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023);

AT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 1



2)

5)

6)

9)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP Daerah dan
RPJM Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peran
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10)Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026;

11)Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat

Daerah Provinsi Papua.
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4. Struktur Organisasi dan Penjabaran Unit Pelaksana Fungsi

A. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Papua merupakan Unsur pelaksana
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat
Daerah Provinsi Papua dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi Papua mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Provinsi.

Adapun Tugas Pokok Inspektorat Daerah Provinsi Papua yaitu
mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan
tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Papua

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Gubernur;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.
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Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Inspektur
Kelompok
Jabatan Fungsional Sekretariat
o I T —
' Sub Bagian Srula Bagian Sub Bagian
Auditor Program dan Umum dan itk an
Pelaporan Kepegawaian g
[Pengawas Penyelenggaraan Urusan |
1 Pemerintahan Di Daerah
Inspektur Pembantu | Inspeictur Pembantu [ Inspektur Pembantu [ Inspektur Pembantu IV Inspck:(L:‘ruE:Tbnnlu

B. Penjabaran Unit Pelaksana Fungsi

Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur pada

Inspektorat Daerah Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Inspektur

1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta

Tugas Pembantuan yang ditugaskan Gubernur.

Inspektur mempunyai fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah
dan Kabupaten/Kota;

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan
oleh Perangkat Daerah;

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan;
pembinaan dan pengawasan umum dan teknis
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;

perumusan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan BUMD;
pembinaan dan pengawasan pengelolaan kepegawaian,

keuangan daerah, barang milik daerah;
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pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, norma, Standar, kriteria dan Prosedur;
pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
pembinaan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Perangkat Daerah;

pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, penganggaran,
laporan keuangan, laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus,

serapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;

. pelaksanaan reviu LAKIP dan LPPD Pemerintah Papua;

pelaksanaan evaluasi PPD Pemerintah Kabupaten/Kota;
pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
pelaksanaan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan;

pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

pelaksanaan tugas lain dari  Gubernur  dan/atau

Kementerian/Lembaga terkait Pembinaan dan Pengawasan.

2. Sekretariat
1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan

rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan

perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan

kepegawaian.

Sekretariat Menyelenggarakan Fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana dan program kerja sekretariat;
pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program
kerja serta anggaran Inspektorat;

pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik
lingkup Inspektorat;

pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat;

pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat;

L
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f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Inspektorat;

g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat;

h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama,
perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan
masyarakat dan protokol Inspektorat;

i. pelaksanaan koordinasi pengadministrasian dan pengelolaan
laporan laporan hasil pengawasan;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan Inspektorat;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat; dan

|. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

a) menyusun rencana kerja Sub Bagian;

b) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
Inspektorat meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana
Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di
lingkup Inspektorat;

d) melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian
usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di
lingkup Inspektorat;

e) mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian
data statistik dan informasi profil Inspektorat;

f) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program

dan kegiatan Inspektorat;
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Q)

melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan
unit-unit kerja di lingkup Inspektorat dan penyusunan
dokumen pelaporan Inspektorat meliputi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ)
Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan
triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan
Inspektorat, dan laporan kedinasan lainnya;

melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
melakukan pengolahan data pengawasan hasil pengawasan;
melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan
tindaklanjut hasil pengawasan;

melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan
dan tindaklanjut hasil pengawasan;

mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian

data statistik hasil pengawasan;

m) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a.
b.

menyusun rencana kerja Sub Bagian;

melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman
surat dan naskah dinas lainnya;

melaksanakan penomoran, pengagendaan dan
penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah

dinas;
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menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan
dan kenyamanan lingkungan perkantoran;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum
daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi
Inspektorat;

menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Inspektorat;

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
menyiapkan bahan kerjasama teknis Inspektorat;

menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan
tamu dinas, dan acara - acara kedinasan lainnya sesuai
dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan;

menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Sekretaris;

. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a.
b.

C.

menyusun rencana kerja Sub Bagian;

melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;

meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran,

antara lain :

1) Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
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2) Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil
dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan
lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM

dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara

pengeluaran;

. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan

pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk
kepentingan pengawasan dan pengendalian;

menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan

Barang Inspektorat;

. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Inspektorat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan
Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

3. Inspektur Pembantu

y

Inspektur Pembantu, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah dan layanan kasus pengaduan masyarakat

sesuai dengan wilayah kerjanya.
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2,

Inspektur Pembantu menjalankan fungsi

a.
b.
C.

penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
koordinasi program pengawasan;

pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang,
dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

pengawasan untuk percepatan menuju good governance, clean
government dan pelayanan publik yang prima;

reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan
kinerja instansi kinerja pemerintah;

pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;

layanan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;

pendampingan, asistensi dan fasilitasi, dan sosialisasi
pemeriksaan internal/eksternal;

verifikasi gratifikasi;

verifikasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara);

evaluasi sistem pengendalian internal;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu, terdiri atas :

1) Inspektur Pembantu I;

a. Inspektur Pembantu |, mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah
kerjanya.

b. Inspektur Pembantu | menjalankan fungsi :

a) penyusunan program pemeriksaan;
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k)

pelaksanaan pengawasan;

pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
melaksanakan  koordinasi dan kerja sama
pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah lainnya/Joint Audit;

pengoordinasian penyusunan dan penyampaian
laporan hasil pemeriksaan;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Inspektur;

penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan
fungsi fasilitasi;

pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Inspektur.

2) Inspektur Pembantu l;

a.

Inspektur Pembantu Il, mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah

kerjanya.

Inspektur Pembantu Il menjalankan fungsi :

a)
b)

c)

d)

e)

penyusunan program pemeriksaan;

pelaksanaan pengawasan;

pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
melaksanakan  koordinasi dan kerja sama
pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya/Joint Audit;
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k)

pengoordinasian penyusunan dan penyampaian
laporan hasil pemeriksaan;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Inspektur;

penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan
fungsi fasilitasi;

pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Inspektur.

3) Inspektur Pembantu llI;

a.

Inspektur Pembantu Ill, mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah

kerjanya.

Inspektur Pembantu Il menjalankan fungsi:

a)

penyusunan program pemeriksaan;

pelaksanaan pengawasan;

pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
melaksanakan  koordinasi dan kerja sama
pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah lainnya/Joint Audit;

pengoordinasian penyusunan dan penyampaian
laporan hasil pemeriksaan;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Inspektur;

penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan

fungsi fasilitasi;
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)

k)

pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Inspektur.

4) Inspektur Pembantu IV; dan

a.

Inspektur Pembantu IV, mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan wilayah

kerjanya.

Inspektur Pembantu IV menjalankan tugas :

a)
b)

penyusunan program pemeriksaan;

pelaksanaan pengawasan;

pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan;
pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
melaksanakan  koordinasi dan kerja sama
pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah lainnya/Joint Audit;

pengoordinasian penyusunan dan penyampaian
laporan hasil pemeriksaan;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Inspektur;

penyusunan materi pembinaan guna pelaksanaan
fungsi fasilitasi;

pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi reviu dokumen
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Inspektur.
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5) Inspektur Pembantu Khusus.

a.

Inspektur Pembantu Khusus, mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus.

Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan fungsi :

a)

b)

penyusunan bahan kebijakan strategis pembinaan,
pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian
program bidang khusus;

penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan
penanganan kasus dan pengaduan;

penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan,
pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian

Inspektorat Provinsi;

d) fasilitasi pembinaan atas pelaksanaan pengawasan

e)

Inspektorat Kabupaten/ Kota;

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan
dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
lainnya/Joint Audit;

penyusunan bahan dan pelaksanaan supervisi atas
kegiatan pengawasan;

penyusunan bahan dan pelaksanaan analisa dan
evaluasi hasil pengawasan;

pelaksanaan audit investigasi;

penyelenggaraan TP-TGR;

penyusunan laporan hasil pengawasan;

penyusunan bahan dan pelaksanaan penegakan
integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan
Pemerintah Provinsi;

penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan

pencegahan gratifikasi;

m) penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan

pengawasan Laporan Harta Kekayaan
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Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

n) penyusunan bahan, pelaksanaan kegiatan dan
fasilitasi saber pungli;

0) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (RAD PPK); dan

p) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Inspektur.

4. Kelompok Jabatan Fungsional
1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada

Inspektorat.

Sumber Daya Manusia (SDM)
Tabel 1.1 SDM Meliputi Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan,
Status Pegawai dan Jabatan

1 | Jenis Kelamin a. Laki-laki 43
b. Perempuan el

2 Tingkat a. SD 0
Pendidikan b. SLTP/Sederajat 1

c. SLTA/Sederajat 4

d. Diploma 4

e. S1 47

f. S2 31

g. S3 0

3 Golongan b. | 1
c. |l 9

d. 1l 61

i e. IV 16

4 | Status Pegawai f. PNS 87
| g. Non PNS 0

5 | Jabatan a. Struktural 8
b. Fungsional Umum 33

c. Fungsional Tertentu 46

Sumber . Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

Terlinat dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat Daerah
Provinsi Papua menunjukkan sumber daya aparatur sangat berpotensi

dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi
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Papua. Disamping pendidikan formal, pada tahun 2025 ASN Inspektorat
Daerah Provinsi Papua juga mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

dan Informal antara lain:

1. Audit Barang Milik Daerah, diikuti oleh 2 orang pegawai Inspektorat
Daerah Provinsi Papua;

Audit Investigatif Level Basic, diikuti oleh 1 orang pegawai;

Audit Investigatif Level Intermediate, diikuti oleh 1 orang pegawai.
Audit Ketaatan, diikuti oleh 7 orang pegawaij;

Audit Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti oleh 4 orang pegawai;
Evaluasi dan Implementasi SAKIP, diikuti oleh 3 orang pegawai;
Manajemen Barang Milik Daerah, diikuti oleh 1 orang pegawai;

Manajemen Pengawasan, diikuti oleh 3 orang pegawai;

© ® NP oA N

Pengawasan atas Pendapatan Asli Daerah, diikuti oleh 1 orang

pegawai;

10.Penulisan Laporan Hasil Audit Intern, diikuti oleh 2 orang pegawai.

11.Peran Konsultasi bagi Auditor Internal, diikuti oleh 2 orang pegawai.

12.Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko pada APIP Pemerintah
Daerah, diikuti oleh 1 orang pegawai.

13.Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti oleh 6 orang
pegawali.

14.Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, diikuti oleh 1
orang pegawai.

15.Reviu Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diikuti oleh 1
orang pegawai.

16.Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA), diikuti oleh 1 orang

pegawai.

. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bukan sekadar aset pendukung, melainkan
alat kerja strategis yang secara langsung memengaruhi kualitas output
kinerja institusi. Komputer dan laptop yang memadai menentukan
kecepatan serta akurasi analisis data; kendaraan operasional

memungkinkan tim untuk melakukan verifikasi dan pemantauan lapangan
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secara langsung; dan perabot kantor yang ekonomis mendukung
kenyamanan serta efisiensi kerja aparatur dalam menjalankan tugas
administrasi dan teknis.

Oleh karena itu, kondisi dan komposisi sarana prasarana yang
dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua menjadi cerminan dari
kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan tanggung
jawabnya. Inventaris yang terpelihara dengan baik serta relevan dengan
kebutuhan tugas pokok menunjukkan tingkat kesiapan kelembagaan yang
tinggi. Namun demikian, kesenjangan pada jenis peralatan tertentu yang
bersifat teknis atau lapangan tetap perlu diantisipasi agar tidak menjadi
faktor penghambat efektivitas kerja.

Secara keseluruhan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2025 tercatat sebanyak 596 unit,
yang terdiri dari berbagai kategori seperti kendaraan operasional,
peralatan teknologi dan informasi, perabot kantor, serta sarana pendukung
lainnya. Seluruhnya berada dalam kondisi baik, yang menunjukkan tingkat
pemeliharaan aset yang optimal dan menjadi modal penting dalam
mendukung kinerja pelayanan publik di Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Tabel 1.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana Prasarana Penunjang
Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

No | Jenis Jumlah Kondisi

1 | Gedung 1 Baik

2 | Kendaaran Operasional Baik
Roda Empat 10 Baik

Roda Dua 17 Baik

3 | Komputer 43 Baik
4 | Laptop 22 Baik
5 | Meja Kerja 111 Baik
6 | Kursi 161 Baik

7 | Lemari 68 Baik

8 | Mesin Fotocopy 4 Baik

9 | AC 36 Baik

10 | Kulkas 6 Baik
11 | Dispenser 6 Baik
12 | Printer 37 Baik
13 | Kursi Sofa 11 Baik

| 14 | Kursi Ruangan Aula 33 Baik
| 15 | TV dan Meja TV 16 Baik
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No | Jenis Jumlah Kondisi
16 | Papan WhiteBoard 2 Baik
17 | GPS Map 4 Baik
18 | Kamera Digital 1 Baik
19 | Infocus 4 Baik
20 | Mesin Ketik 1 Baik
21 | Mesin Pompa Air Sanyo 4 Baik

Dst

Total 598

Sumber : Subbag.Umum dan Kepegawaian Inspektorat
Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Papua

didukung oleh alokasi anggaran APBD yang diarahkan untuk mendukung

kegiatan pengawasan, operasional organisasi, serta peningkatan

kapasitas APIP.

B. Aspek Strategis Organisasi

:

Peran Strategis dalam Tata Kelola Pemerintahan Sebagai institusi
pengawas internal, Inspektorat Daerah Provinsi Papua memegang
peran ganda yang krusial dalam ekosistem pemerintahan. Pertama,
sebagai Controlling, Inspektorat berfungsi memastikan bahwa seluruh
gerak organisasi perangkat daerah tetap berada pada koridor hukum
dan kepatuhan. Kedua, sebagai Quality Assurance, Inspektorat
bertindak sebagai penjamin mutu yang memberikan keyakinan
memadai bahwa program-program pemerintah dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Peran ini menempatkan Inspektorat sebagai mitra
strategis (strategic partner) bagi Gubernur untuk mewujudkan prinsip
Good Governance dan Clean Government di tanah Papua.
Keterkaitan dan Keselarasan dengan RPD 2024-2026 Dalam masa
transisi pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat telah
diselaraskan sepenuhnya dengan Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Fokus utama Inspektorat
diarahkan untuk mendukung tercapainya Misi Il RPD, yaitu "Penguatan
Tatakelola Pemerintahan".

Keselarasan ini diimplementasikan melalui transformasi metodologi
pengawasan, dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi

Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Audit). Dengan pendekatan
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ini, Inspektorat memprioritaskan sumber daya pengawasan pada area-
area yang memiliki risiko tinggi terhadap kegagalan program atau
penyimpangan anggaran, sehingga memberikan nilai tambah (value
added) bagi pencapaian target-target pembangunan daerah yang
tertuang dalam RPD.

4. Kontribusi terhadap Pencapaian Kinerja Daerah Eksistensi Inspektorat
bukan hanya diukur dari jumlah audit yang cilakukan, melainkan dari
kontribusi nyatanya terhadap indikator makro kinerja daerah.
Inspektorat menjadi motor penggerak dalam tiga pilar utama
akuntabilitas:

5. Peningkatan Nilai SAKIP: Mendorong terciptanya integrasi antara
perencanaan, penganggaran, dan pelapo-an kinerja di seluruh
perangkat daerah.

6. Maturitas SPIP: Memastikan setiap instansi memiliki sistem
pengendalian intern yang mapan untuk memitigasi risiko korupsi dan
inefisiensi.

7. Kapabilitas APIP: Terus meningkatkan standar kompetensi lembaga
pengawas agar mampu memberikan rekomendasi yang obijektif,
berkualitas, dan solutif.

8. Melalui sinergi ketiga pilar tersebut, Inspektorat memastikan adanya
perbaikan tata kelola yang berkelanjutan yang pada akhirnya
bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua..

. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Identifikasi isu strategis merupakan langkah krusial untuk memastikan
bahwa aktivitas pengawasan pada tahun berjalan mampu menjawab
tantangan nyata di lapangan. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan
eksternal, Inspektorat Daerah Provinsi Papua menghadapi beberapa
permasalahan utama sebagai berikut:
1. Optimalisasi Kapabilitas APIP dan Rasio Auditor
Tantangan mendasar yang dihadapi adalah rasio jumlah personil APIP
yang belum ideal dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah

kendali (span of control) dan jumlah objek pengawasan (auditable
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entities) di Provinsi Papua. Selain kuantitas, peningkatan kompetensi
teknis auditor dalam melakukan pengawasan berbasis risiko (risk-
based audit) dan audit investigatif perlu terus dipacu agar mampu
mendeteksi penyimpangan secara dini dan memberikan solusi yang
lebih berkualitas.

. Penguatan Digitalisasi Pengawasan (E-Audit)

Sejalan dengan tuntutan efisiensi dan transparansi dalam RPD 2024-
2026, Inspektorat dihadapkan pada kebutuhan transformasi digital.
Saat ini, masih diperlukan penguatan sistem informasi pengawasan
yang terintegrasi (E-Audit) guna meminimalisir kendala geografis di
Papua. Digitalisasi ini bertujuan untuk menjamin akurasi data
pengawasan, mempercepat proses pelaporan, serta memudahkan
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara real-time.

. Pemantapan Sistem Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja
Berdasarkan rekomendasi LHE LAKIP 2024, salah satu isu teknis yang
menjadi fokus adalah belum optimalnya pedoman atau SOP formal
yang mengatur mekanisme pengumpulan data kinerja secara berkala
dan berjenjang. Hal ini berdampak pada sinkronisasi data capaian
kinerja antara unit kerja. Oleh karena itu, penguatan tata kelola SAKIP
internal menjadi prioritas untuk memastikan setiap sasaran strategis
dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dengan akurat.

. Peningkatan Maturitas SPIP dan Budaya Integritas

Isu strategis lainnya adalah mendorong seluruh Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan level
maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Inspektorat memandang bahwa pengawasan tidak akan efektif tanpa
adanya sistem pengendalian yang kuat di sisi obyek pengawasan.
Rendahnya pemahaman mengenai manajemen risiko di beberapa unit
kerja  masih menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan bebas dari temuan berulang.

. Pengawalan Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Sebagai isu spesifik wilayah, Inspektorat memiliki tanggung jawab

besar dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus sesuai

DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 20



UU No. 2 Tahun 2021. Isu strategisnya terletak pada bagaimana fungsi
pengawasan mampu memastikan dana tersebut tepat sasaran dan
memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun
2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang
disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal
daerah dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra ini disusun untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun
2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun
2023 (RPD Provinsi Papua 2024-2026).

Perencanaan kinerja dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua
diarahkan untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, berkualitas, dan
berintegritas guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang
akuntabel dan transparan. Renstra ini merupakan respons Inspektorat terhadap
dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, termasuk kebijakan
nasional, kebijakan daerah, serta tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Komponen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua
meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, serta indikator
kinerja yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan

daerah.

1. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua
Visi pembangunan Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi
Papua Tahun 2024-2026.
“Terwujudnya Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing
dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”
Visi tersebut menjadi landasan utama bagi seluruh perangkat daerah,
termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Papua, dalam menyusun perencanaan
dan pelaksanaan kinerja selama periode 2024-2026 (RPD Provinsi Papua
2024-2026).
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2. Misi Ketiga RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, salah satu misi
pembangunan Provinsi Papua yang relevan dengan tugas Inspektorat adalah:
Misi Ke-3: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,
Efektif, dan Akuntabel.”
Misi ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian intern
pemerintah, peningkatan kualitas pengawasan, serta pencegahan korupsi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah Provinsi
Papua memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dalam mendukung misi dimaksud (RPD Provinsi Papua
2024-2026).

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Sejalan dengan visi dan misi Gubernur, tujuan Inspektorat Daerah Provinsi
Papua yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah:
Meningkatkan kualitas pengawasan internal guna mewujudkan tata
kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari
penyimpangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis Inspektorat

Daerah Provinsi Papua sebagai berikut:

* Meningkatnya efektivitas pengawasan internal daerah;

e Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan
perundang-undangan;

e Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;

e Meningkatnya kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU)

yang terukur dan relevan sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat

Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

4. Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan (RPD dan Renstra)

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun
dengan mengacu dan selaras dengan RPD Provinsi Papua Tahun 2024—-2026.
Keterkaitan tersebut terlihat dari kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta

program Inspektorat dengan arah kebijakan dan program prioritas daerah
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pada aspek tata kelola pemerintahan. RPD Provinsi Papua berfungsi sebagai
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjadi
pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra, Renja,
dan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian, Renstra Inspektorat
merupakan penjabaran teknis RPD pada urusan pengawasan internal daerah
(RPD Provinsi Papua 2024-2026.)

Tabel: 2.1
Keterkaitan RPD dan Renstra Inspektorat

RPD Provinsi Papua 2024-2026

Misi Inspektorat: Penguatan
. pengawasan internal daerah

Misi ke-3: Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

- Tujuan: Meningkatkan kualitas
- pengawasan internal

Tujuan: Meningkatkan kualitas |
penyelenggaraan pemerintahan
Sasaran: Meningkatnya o ‘: Sasaran: Meningkatnya kepatuhan
akuntabilitas kinerja perangkht - dan tindak lanjut hasil pengawasan

daerah
Program Prioritas: Reformasi ~ Program Inspektorat: Program
birokrasi dan pengawasan  Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Keterkaitan ini memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Inspektorat
Daerah Provinsi Papua berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD
Provinsi Papua Tahun 2024-2026 .

B. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran strategis merupakan hasil akhir (outcome) yang diharapkan dari
pelaksanaan tugas dan fungsi Inspekiorat sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP). Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, ditetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan tingkat ketaatan, akuntabilitas,
dan kapasitas pengawasan. Serta merupakan pengelompokan (clustering) dari
sasaran strategis Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 20242026

untuk memudahkan pengukuran kinerja dan penyajian akuntabilitas kinerja dalam
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Laporan Kinerja

(LKj)

Inspektorat Daerah Papua. Tabel

di bawah

ini

menggambarkan matriks keselarasan antara Sasaran RPD dengan Sasaran

Strategis dan IKU Inspektorat Daerah Provinsi Papua:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Papua disusun untuk

memastikan kontribusi pengawasan internal terhadap pencapaian sasaran

pembangunan daerah.”

Tabel 2.3
Target Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026

NO

Sasaran Strategis

Meningkatnya ketaatan
terhadap peraturan
Perundang-undangan

Indikator Kinerja

1. Persentase
Kerugian
Negara/Daerah Hasil
Rekomendasi Audit
Eksternal

Target
2024

Target

2025

Target
2026

Target Akhir
Renstra

2. Persentase
Penyelesaian Tindak
Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan
(TLHP)

%

70

75

80

80

3. Persentase
Pengaduan
Masyarakat yang
dapat ditangani

%

100

100

100

100

Meningkatnya
Kapasitas dan
akuntabilitas dalam
penyelenggaraan
pemerintah dan
pelayanan publik

1. Capaian Nilai
SAKIP Pemerintah
Provinsi Papua

Predikat

2. Nilai AKIP SKPD
di Lingkungan
Pemprov Papua

Predikat

BB

BB

3. Nilai AKIP
Inspektorat Daerah
Provinsi Papua

Predikat

Meningkatnya sistem
akuntabilitas keuangan

dan kinerja

1. Opini BPK Atas
Laporan Keuangan
Daerah

Predikat

WTP

WTP

2. Laporan Hasil
Evaluasi (LHE) LKj
Provinsi

Predikat

Sumber : Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra 2024-2026.
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Analisis Target Kinerja Jangka Menengah (2024-2026)

Tabel 2.1 di atas memvisualisasikan peta jalan (roadmap) kinerja Inspektorat Daerah

Provinsi Papua selama tiga tahun ke depan. Penetapan target ini didasarkan pada

prinsip Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan) dan Maintenance of

Quality (pemeliharaan kualitas), yang dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Target Progresif (Peningkatan Bertahap) Terdapat indikator-indikator kunci

yang targetnya dinaikkan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan

komitmen Inspektorat untuk terus mempersempit celah penyimpangan dan

meningkatkan standar kepatuhan:

Penyelesaian Kerugian Negara: Target ditingkatkan secara konsisten dari
80% (2024), menjadi 85% (2025), dan mencapai puncaknya 90% (2026).
Kenaikan target sebesar 5% per tahun ini menunjukkan strategi agresif dalam
pemulihan keuangan daerah melalui optimalisasi sidang TPTGR.
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP): Target bergerak
dari 70% (2024) menuju 80% (2026). Peningkatan ini mengindikasikan fokus
Inspektorat untuk tidak hanya sekadar memeriksa, tetapi memastikan setiap
rekomendasi audit dilaksanakan tuntas oleh auditi.

Nilai AKIP SKPD: Target rata-rata nilai akuntabilitas perangkat daerah
diproyeksikan naik dari predikat "B" menjadi "BB" pada akhir periode
Renstra. Ini menandakan adanya rencana intervensi pembinaan yang intensif
agar budaya kinerja tidak hanya berhenti di Inspektorat, tetapi menyebar ke
seluruh OPD.

2. Target Pemeliharaan Kualitas (Standar Tinggi) Beberapa indikator ditetapkan

konstan pada angka maksimal atau predikat tinggi. Hal ini bukan berarti stagnasi,

melainkan upaya keras untuk mempertahankan standar prestasi yang telah diraih

di tengah dinamika regulasi yang semakin ketat:

Opini WTP: Target Opini BPK tetap dipatok Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) sepanjang 2024-2026. Mempertahankan WTP setiap tahun
membutuhkan upaya ekstra dalam pengawalan standar akuntansi

pemerintahan.
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e Nilai SAKIP Pemprov: Target predikat "A" dijaga konsisten hingga akhir
periode. Ini menegaskan posisi Pemerintah Provinsi Papua sebagai
barometer akuntabilitas di wilayah timur Indonesia.

¢ Penanganan Pengaduan: Target penanganan tetap mutlak 100%, yang
mencerminkan kebijakan zero tolerance terhadap pengabaian aspirasi
masyarakat.

3. Keselarasan dengan Target Akhir Renstra Jika dicermati, angka target pada
tahun 2026 adalah sama persis dengan kolom "Target Akhir Renstra". Hal ini
menunjukkan bahwa perencanaan kinerja tahunan telah didesain secara sinkron
dan terukur untuk memastikan visi jangka menengah Inspektorat benar-benar

terwujud pada akhir masa jabatan kepemimpinan daerah.

Secara keseluruhan, matriks target jangka menengah ini menggambarkan postur
organisasi yang ambisius namun realistis, dengan menyeimbangkan antara
upaya perbaikan sistem (improvement) dan upaya menjaga kredibilitas

(maintenance).

B. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan :

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan komitmen yang
memuat kesepakatan antara penerima amanah (Pimpinan OPD) dengan pemberi
amanah (Kepala Daerah). Dokumen ini menjadi dasar hukum dan instrumen
utama dalam pengukuran, penilaian, serta pelaporan kinerja Inspektorat Daerah
Provinsi Papua sepanjang tahun anggaran 2025.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani antara
Inspektur Daerah Provinsi Papua dengan Pj. Gubernur Papua, berikut adalah

rincian janji kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025:

Tabel 2.4  Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2025

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Satuan
1. Terwujudnya 1. Meningkatnya ketaatan 1. Persentase Kerugian 85 Persen
tatakelola terhadap peraturan Negara/Daerah Hasil
pemerintah yang Perundang-undangan Rekomendasi Audit
baik, akuntabel dan dalam tatakelola Eksternal
bersih di Provinsi penyelenggaraan Pemda 2. Persentase Penyelesaian 75 Persen
Papua Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan (TLHP)
3. Persentase Pengaduan 100 Persen
Masyarakat yang dapat
1 — o ditangani

“RAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 27



1 No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Satuan
| 2. Meningkatnya kapasitas | 1. Capaian Nilai SAKIP A Predikat
| dan akuntabilitas dalam Pemerintah Provinsi Papua
penyelenggaraan 2. Nilai AKIP SKPD di B Predikat
| pemerintahan dan Lingkungan Pemerintah
pelayanan publik Provinsi Papua
3. Nilai AKIP Inspektorat B Predikat
Daerah Provinsi Papua
3. Meningkatnya sistem 1. Opini BPK Atas Laporan WTP | Predikat
: akuntabilitas dan Pertanggungjawaban
pengawasan dalam Keuangan Daerah
pengelolaan keuangan dan | 2. Laporan Hasil Evaluasi B Predikat
| kinerja daerah (LHE) Laporan Kinerja (LKj)
| | Provinsi

Dukungan Program dan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi

Papua didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 33,513,666,383 dengan

rincian program sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 13,274,372,383 PAD & OTSUS
Daerah Provinsi
2: Program Penyelenggaraan Pengawasan 14,212,202,000 PAD
3. " Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan 6,027,092,000 PAD
dan Asistensi
i JUMCAR — & 33,513,666,383

Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 2.6
Rincian Kegiatan Pendukung per Program Tahun 2025
KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13,274,372,383.00

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8,270,183,383.00

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1,228,843,000.00

"3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

2,638,625,000.00

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

370,775,000.00
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ANGGARAN (Rp)

KODE URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 765,946,000.00
Pemerintahan Daerah
Il PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 14,212,202,000.00

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

12,900,522,000.00

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

1,311,680,000.00

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

6,027,092,000.00

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

1,156,479,000.00

2. Pendampingan dan Asistensi

4,870,613,000.00

JUMLAH

33,513,666,383.00
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang felah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Provinsi Papua serta Rencana Kinerja/Perjanjian
Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025. Pelaporan
akuntabilitas kinerja ini disajikan melalui penilaian dan analisis kinerja atas
seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

Penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja
Inspektorat Daerah Provinsi Papua serta mengidentifikasi kemajuan dan
kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian visi dan misi. Hasil penilaian
kinerja tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran guna
perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya.
Sementara itu, analisis kinerja bertujuan untuk mengurai, mengidentifikasi,
dan mengevaluasi permasalahan, peluang, hambatan, serta kebutuhan yang
dihadapi dalam pelaksanaan kinerja.

Analisis kinerja dilakukan terhadap kesenjangan kinerja (performance
gap) antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang
dicapai, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut.
Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi
pemecahan masalah dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan
pada periode berikutnya. Analisis akuntabilitas kinerja juga mencakup
keterkaitan antara capaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka
mewujudkan sasaran strategis, tujuan, serta visi dan misi Inspektorat Daerah
Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan
strategis.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Papua

Tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis terhadap indikator

EKTORAT DAERAH PROVIMNSI PAPUA TAHUN 2025 30



kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan
membandingkan antara target kinerja tahunan dengan realisasi kinerja
yang dicapai. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja tersebut
digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian
sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah
Provinsi Papua.

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran
strategis dan indikator kinerja, digunakan skala pengukuran ordinal

sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2025

1 85 5.d. 100 i s;anga‘{ééf?;’s‘f "
2 70s.d.<85 Berhasil

3 55s.d.<70 Cukup Berhasil

4 <55 Kurang Berhasil

Skala pengukuran ordinal ini digunakan sebagai alat analisis internal
capaian kinerja dan tidak menggantikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025
Bagian ini menyajikan capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja.
a. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan Perundang -undangan

dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah
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Deskripsi Sasaran

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertib hukum,
akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui peningkatan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No Indikator

1 Persentase (%) ”Kert.i'.gé;h Negara!Daerah - 50% - 58.82%
Hasil Rekomendasi Audit Eksternal
Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi

Papua

2  Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan

1) Rekomendasi Keuangan (Bobot 60%);
75% 63.61% 84.81%
2) Rekomendasi Administrasi (Bobot

40%);
3) Persentase Pengaduan Masyarakat 100% 100% 100%
Yang Dapat Ditangani

st _Nilai Realisasi 100
apatant = ~Nilai Target 0

50
Capaian = gx 100 % = 58.82

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan

Deskripsi Sasaran

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang

efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.
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Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No

1 Capaian P B (66,85) 83,56

Rumus Perhitungan capaian kinerja:

P Nilai Realisasi 100 9
aPA1aN = Nilai Target (Konversi) - ’

Rincian Data

e Target : A Dikonversi menjadi angka minimal 80,00 (karena jika
nilai mencapai 80,00, sudah dianggap "A").

e Realisasi : B (66,85)

Capai ) 100% = 83,56 %
apaian = 80,00 X = 83,

c. Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) bagi

SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Deskripsi Sasaran

Mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja SKPD melalui
pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang efektif,

terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

1 Nilai SAKIP bagi SKPD di Lingkungan B B (66,85) 111,42%

Pemerintah Provinsi Papua

Rumus Perhitungan capaian kinerja:

P Nilai Realisasi 100 %
APAIAN = Nilai Target (Konversi) = %
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Rincian Data

e Target :B Dikonversi menjadi angka minimal 60,00 (karena jika
nilai mencapai 60,00, sudah dianggap "B").

e Realisasi: B (66,85)

r

x100% = 111,42 %

Capaian =

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Inspektorat
Daerah Provinsi papua bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Papua

Deskripsi Sasaran
Mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Inspektorat Daerah
melalui pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang

efektif, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi

Papua.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
No Indikator Kinerja Utama (IKU) !

1 Nilai AKIP Inspektorat Daerah Provinsi AA(9535) 119,19 %

Papua
Rumus Perhitungan capaian kinerja:
Nilai Realisasi

ian = 100 ¢
S Nilai Target (Konversi) . &

Rincian Data

e Target : A Dikonversi menjadi angka minimal 80,00 (karena jika
nilai mencapai 60,00, sudah dianggap "B").

e Realisasi: AA (95,35)

0f = 0,
30 x 100 % 119,19 %

Capaian =
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3. Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator - 3

Persentase (%) Kerugian NeQaréfDaerah Al:iasﬂ 75 % 50 r enur

Rekomendasi Audit Eksternal Terhadap

Pengelolaan APBD Provinsi Papua

TLHP (%) 73,35 63.61% Menurun
PD dengan nilai SAKIP =B A AA Meningkat
Level Kapabilitas APIP Level 2 Level 2 Stabil

Analisis Perubahan Kinerja
« Terjadi peningkatan pada sebagian besar indikator kinerja utama.

« Stabilnya kapabilitas APIP menunjukkan konsistensi pelaksanaan

pengawasan.
Penyebab Perubahan Kinerja
« Peningkatan intensitas pengawasan dan pendampingan.
« Perbaikan koordinasi antar perangkat daerah.
« Penguatan peran APIP sesuai PK Tahun 2025.

4. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.7 Perbandingan dengan Target Jangka Menengah
No Indikator Kinerja Sasaran Perbandingan
Tahun 2024 Tahun 2025
Target Realisasi Target Realisasi
1  Persentase (%) Kerugian 80 75% 85% 50%

Negara/Daerah Hasil Rekomendasi
Audit Eksternal Terhadap Pengelolaan
APBD Provinsi Papua

2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut 70 73.35% 75% 63.61%
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

3 Persentase pengaduan dan gugatan 100% 100% 100% 100%
masyarakat yang masuk dan ditangani

W

Ln
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1. Analisis Keberhasilan dan Kendala

Analisis ini memetakan pencapaian kinerja dibandingkan dengan target
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, serta
mengidentifikasi faktor penghambat yang mempengaruhi capaian

tersebut.
A. Analisis Keberhasilan (Success Factors)

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua secara umum
menunjukkan tren positif, terutama pada aspek penguatan

akuntabilitas internal dan penanganan pengaduan.

 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Internal (SAKIP): Salah
satu keberhasilan paling menonjol adalah peningkatan nilai SAKIP
internal Inspektorat. Realisasi nilai AKIP Inspektorat mencapai
predikat "AA" (95,35), jauh melampaui target "A" (80,00), dengan
capaian kinerja sebesar 119,19%. Hal ini menunjukkan komitmen
internal yang sangat kuat dalam penerapan manajemen kinerja.

¢ Pengaduan Masyarakat Tertangani Sempurna: Indikator
persentase pengaduan masyarakat yang ditangani mencapai
realisasi 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Ini
mencerminkan responsivitas tinggi APIP terhadap aspirasi dan
laporan masyarakat.

e Stabilitas Opini WTP: Inspektorat berhasil mengawal penyusunan
Laporan Keuangan Daerah sehingga Pemerintah Provinsi Papua
dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari BPK RI. Capaian ini konsisten mencapai target 100%.

e Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah: Nilai SAKIP
SKPD di lingkungan Pemprov Papua menunjukkan capaian
111,42% dengan realisasi nilai 66,85 (Predikat B), yang melampaui
target minimal yang ditetapkan.
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B. Analisis Kendala dan Permasalahan (Obstacles & Constraints)

Meskipun banyak keberhasilan, terdapat beberapa indikator yang
mengalami penurunan tren atau belum mencapai target maksimal,

yang menjadi kendala utama kinerja tahun 2025.

e Penurunan Tren Penyelesaian Kerugian Negara: Terdapat
penurunan signifikan pada persentase penyelesaian kerugian
negara/daerah. Realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 50%, turun
dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 75%. Capaian ini hanya
memenuhi 58% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Kendala
ini mengindikasikan perlunya optimalisasi sidang TPTGR dan
penagihan yang lebih agresif.

e Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Belum
Optimal: Persentase penyelesaian TLHP secara keseluruan
mencapai 63,61% (Rekomendasi Keuangan 75%, Administrasi
63,61%), yang mana angka ini menurun dibandingkan realisasi
tahun 2024 sebesar 73,35%. Hal ini menunjukkan adanya
hambatan pada kepatuhan auditi dalam menindaklanjuti
rekomendasi APIP tepat waktu.

¢ Kesenjangan Kapabilitas SDM dan Digitalisasi: Masih terdapat
kesenjangan rasio jumlah Auditor/P2PD dengan luasnya wilayah
pengawasan (span of control). Selain itu, sistem pengawasan
berbasis elektronik (E-Audit) belum terintegrasi penuh, yang

menghambat pemantauan TLHP secara real-time.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis ini mengukur sejauh mana sumber daya (anggaran, SDM, dan
sarana) dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output dan

outcome yang diinginkan.
A. Efisiensi Anggaran (Budget Efficiency)

Pengelolaan anggaran Inspektorat Tahun 2025 dinilai efisien. Hal ini

dibuktikan dengan tercapainya target-target strategis (output) dengan
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penyerapan anggaran yang tidak menghabiskan pagu secara

keseluruhan (hemat).

Tingkat Penyerapan: Dari total pagu anggaran
Rp33.513.666.383, terealisasi sebesar Rp31.684.496,672 atau
94,54%. Sisa anggaran sebesar 5,46% merupakan bentuk efisiensi

tanpa mengurangi kualitas layanan pengawasan.

Rasio Biaya terhadap Output:

o Program Penyelenggaraan Pengawasan menyerap 94,63%
anggaran dan berhasil menghasilkan output berupa Laporan

Hasil Pengawasan (LHP) serta mempertahankan Opini WTP.

o Program Pendampingan dan Asistensi memiliki efisiensi tinggi
(serapan 91,75%) namun mampu mendorong lonjakan nilai

SAKIP Inspektorat hingga predikat "AA".

B. Efisiensi Sumber Daya Manusia (Human Resources Efficiency)

Meskipun menghadapi tantangan jumlah personil yang belum ideal,

efisiensi kerja SDM tetap terjaga melalui kompetensi yang tinggi.

Kualifikasi SDM: Efisiensi didukung oleh kualitas SDM yang
mumpuni, di mana mayoritas pegawai berpendidikan S1 (47
orang) dan S2 (31 orang). Latar belakang pendidikan yang tinggi
memungkinkan satu auditor menangani tugas-tugas analisis
kompleks dengan lebih cepat dan akurat.

Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan: Keikutsertaan pegawai
dalam berbagai diklat teknis (seperti CFrA, Audit Investigatif,
Probity Audit) meningkatkan produktivitas kerja, sehingga beban
pengawasan yang besar dapat ditangani oleh jumlah personil yang

terbatas.
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1. Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja

C)

Berdasarkan

Program Kerja

Kegiatan Pengawasan Terencana (PKPT Tahun 2025)

Pengawasan Tahunan

(PKPT),

Inspektorat telah melaksanakan 89 jenis kegiatan pengawasan yang

mencakup audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan asistensi dengan

rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kegiatan PKPT Tahun 2025
NO JENIS PENGAWASAN TARGET | REALISASI
1 Melakukan Opname Kas, Persediaan, dan Aset Tetap 40 OPD 40 OPD
per 31 Desember 2024
2 Melaksanakan Evaluasi Laporan Kinerja 40 OPD 40 OPD
3 | Melakukan Pendampingan oleh BPK RI Perwakilan 1 0OPD 1 OPD
Provinsi Papua
4 Melaksanakan Evaluasi Atas Pengendalian Inflasi 11 OPD 11 OPD
5 Melaksanakan Reviu Dokumen atas Pembayaran TPP 4 OPD 4 OPD
| Bulan Desember 2024
6 | Melaksanakan Reviu atas Perubahan Dokumen Standar | 1 OPD 10PD
Harga Satuan Pemerintah Provinsi Papua
7 Melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan 10PD 1 0PD
| Pemerintah Provinsi Papua
8 | Monitoring dan Asistensi IKK LPPD Provinsi Papua 1 0PD 1 OPD
9 | Melaksanakan Reviu LPPD Provinsi Papua 10PD 10PD
10 | Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Badan 1 0OPD 1 0PD
Penghubung Daerah Provinsi Papua
11 | Melakukan Audit Tujuan Tertentu terhadap |zin di Luar 1 0OPD 1 0OPD
Aplikasi OSS pada Dinas ESDM dan PTSP
12 | Melaksanakan Asistensi dan Pendampingan Peta Risiko | 3 OPD 3 0PD
pada OPD Provinsi Papua
| 13 | Melaksanakan Probity Audit pada Dinas Kelautan dan 2 0OPD 2 OPD
| Perikanan Provinsi Papua
14 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPM 4 OPD 4 OPD
15 | Melaksanakan Reviu Optimalisasi Pajak Daerah 1 OPD 1 0PD
Pemerintah Provinsi Papua
16 | Reviu Manajemen ASN 1 OPD 1 0PD
17 | Monev Pengendalian Angka Kemiskinan Ekstrem Tahun | 2 OPD 2 0PD
2024/2025
18 | Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 20PD 2 0OPD
Pengawasan Itjen Kemendagri Tahun 2024
19 | Melaksanakan Pemeriksaan Tujuan Tertentu terhadap 1 OPD 1 OPD
Rencana Anggaran Kas Tahun 2025
20 | Melaksanakan Audit Kinerja 4 OPD 4 OPD
21 | Melakukan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian 10PD 10PD
| Daerah (TPTGR) atas Temuan BPK Rl
22 | Evaluasi LPPD 3 0OPD 30PD
23 | Melaksanakan Audit Kepatuhan 20PD 20PD
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NO JENIS PENGAWASAN TARGET | REALISASI
24 | Pembahasan Pemutakhiran Data TLHP dan 1 0PD 1 OPD
Pemantauan Kerugian Daerah Semester |
25 | Melaksanakan Telaahan Sejawat antar Irban di 4 OPD 4 OPD
| Lingkungan Inspektorat Papua
26 | Melaksanakan Audit Optimalisasi Pendapatan Asli 3 0PD 3 0OPD
Daerah (OPAD)
27 | Melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap SPM dan 1 0PD 1 OPD
' NSPK Bidang Kesehatan
28 | Melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan 10PD 10PD
Rencana Kerja (RKPD)
29 | Melakukan Opname Persediaan dan Aset Tetap per 31 | 1 OPD 1 0PD
Juli 2025 (Periode |)
30 | Melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 20PD 2 OPD
31 | Melakukan Opname Persediaan dan Aset Tetap per 31 1 0PD 1 0OPD
Juli 2025 (Periode 11)
32 | Melaksanakan Probity Audit 10 OPD 10 OPD
33 | Melaksanakan Evaluasi OPAD 1 0OPD 1 0PD
34 | Melaksanakan Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 OPD 10PD
(BMD)
35 | Klarifikasi dan Konfirmasi Dugaan Pungutan Liar 2 OPD 2 0PD
(Pungli) dan Pencemaran Nama Baik
36 | Reviu Laporan Realisasi Anggaran dan Output Dana 1 0PD 1 0PD
Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap I
37 | Reviu Dokumen Tagihan Pihak Ketiga 5 OPD 5 0PD
38 | Reviu Tagihan Jasa Tenaga Dokter Umum dan 1 0PD 1 0PD
Spesialis (Januari - Maret 2025)
39 | Penyusunan Risk Register SKPD 6 OPD 6 OPD
| 40 | Kompilasi Evaluasi LKj SKPD 10PD 1 OPD
41 | Melakukan Reviu DAK Fisik 50PD 50PD
42 | Melakukan Evaluasi Reformasi Birokrasi 10PD 10PD
43 | Melakukan Reviu DAK Fisik Tahap | 3 0OPD 3 0PD
44 | Monitoring Penurunan Prevalensi Stunting 10PD 1 0PD
45 | Melakukan Evaluasi Monitoring dan PBJ 10 OPD 10 OPD
46 | Reviu LKPD Provinsi Papua Tahun 2024 1 OPD 10PD
47 | Melaksanakan Reviu DAK Tahap IlI 4 OPD 4 OPD
48 | Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 50PD 5 OPD
49 | Reviu DAK 6 OPD 6 OPD
50 | Reviu Rancangan KUA/PPAS TA 2026 10PD 1 0PD
51 | Reviu Standar Harga Satuan TA 2026 10PD 1 0PD
52 | Reviu Analisis Standar Belanja TA 2026 10PD 1 OPD
53 | Pembinaan dan Pengawasan 7 OPD 7 OPD
54 | Reviu Rancangan KUA/PPAS Perubahan TA 2026 1 OPD 10PD
55 | Reviu Penyaluran Dana Otsus Tahap |l TA 2025 1 0OPD 1 0PD
56 | Reviu Perubahan RKA SKPD TA 2025 1 OPD 10PD
57 | Melakukan Evaluasi Kinerja BUMD 20PD 2 0PD
58 | Reviu RKA SKPD 2026 10PD 1 OPD
59 | Reviu Penyerapan Dana Otsus Tahap Il TA 2025 1 0OPD 1 OPD
60 | Reviu Manajemen ASN (Lanjutan) 1 0PD 1 0OPD
| 61 | Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan 2 0OPD 2 0OPD
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NO JENIS PENGAWASAN TARGET | REALISASI
62 | Audit Optimalisasi Pendapatan 4 OPD 4 OPD
63 | Audit Tujuan Tertentu 20PD 20PD
64 | Pemantauan Penerapan Disiplin 30PD 30PD
65 | Realisasi Cakupan Anggaran PBJ Tahun 2024 10PD 1 OPD
66 | Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ TW | 2 0PD 2 0PD
67 | Evaluasi Responsif Gender 10 OPD 10 OPD
68 | Audit Kinerja (Lanjutan) 10PD 10PD
69 | Validasi LPPD Tahun 2024 Kab/Kota 10PD 10PD
70 | Reviu DAK Tahap || 1 OPD 1 OPD
71 | Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ TW IV 2 OPD 20PD
72 | Penyusunan LPPD Inspektorat Daerah Tahun 2024 1 OPD 1 0PD
73 | Penyusunan PKPT 1 0PD 10PD
74 | Penyusunan Laporan Tahunan 10PD 1 0PD
75 | Penyusunan LKj 1 0OPD 1 OPD
76 | Menyusun LKPJ 1 0OPD 1 0PD
77 | Input Data TLHP Itien Kemendagri ke Aplikasi 1 OPD 10PD
SIWASIAT
78 | Input Data TLHP Inspektorat ke Aplikasi SIM HP TW | 1 OPD 1 0OPD
79 | Pemantauan TLHP BPK Rl 10 OPD 10 OPD
80 | Menyiapkan Tindak Lanjut Dokumen Rencana Aksi LHP | 1 OPD 1 OPD
Itjen Kemendagri
81 | Pemantauan TLHP Itien Kemendagri 10 OPD 10 OPD
82 | Pemantauan TLHP Inspektorat 10 OPD 10 OPD
83 | Penyusunan Renja SKPD 2026 10PD 10PD
84 | Reviu SPJ dan Aset Tahun 2025 (Januari s.d. Saat 1 0PD 1 0OPD
Reviu
85 Penda}mpingan BPK RI: Pemeriksaan Kepatuhan PT 10PD 10PD
Irian Bhakti
86 | Melaksanakan Reviu SPJ (Januari s.d. Saat Reviu) 40 OPD 40 OPD
87 | Reviu SPJ Bansos (Pemenuhan MCP) 1 OPD 10PD
88 | Reviu Pelunasan Sewa Tanah UPTD BBl Warmaker 1 OPD 1 OPD
Biak
89 | Reviu Laporan Realisasi DAU Tahap Il TA 2025 10PD 1 0PD
TOTAL 396 OPD | 396 OPD

Sumber Data: PKP2T Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Papua

b) Kegiatan Strategis Non-PKPT (Penugasan Khusus)

Sebagai bentuk responsivitas terhadap isu-isu mendesak dan arahan

pimpinan, Inspektorat juga melaksanakan 38 penugasan Non-PKPT.

Kegiatan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga akuntabilitas daerah

secara real-time. Analisis atas kegiatan tersebut dikategorikan sebagai

berikut:Reviu atas Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (OUtput);
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Tabel 3.9
Tabel Kategori dan Rincian Penugasan Strategis (Non-PKPT)

No Kategori Strategis

Rincian Kegiatan Penugasan (Penugasan Khusus)

1 Pengawalan
| Akuntabilitas
Keuangan dan Aset

Reviu atas Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran
(Output).

Melaksanakan Reviu Dokumen atas Pembayaran TPP.
Reviu Dokumen Kontrak/SPK atas Tagihan PT.
Millennium Pharmacon International (Pengadaan
Bahan Medis Habis Pakai E-Katalog).

Melaksanakan Reviu Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Kantor.

Melaksanakan Reviu atas Tagihan Akomodasi Hotel.
Reviu Tagihan Servis Kendaraan Dinas Operasional
Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekda
Provinsi Papua.

Melakukan Reviu Penatausahaan Pendapatan dan
Belanja BLUD.

Melaksanakan Reviu atas Kewajaran Penyediaan
Makan dan Minum Jamuan Tamu.

Melakukan Klarifikasi dan Konfirmasi Dugaan
Penggunaan Data Fiktif untuk Penagihan di Akhir
Penutupan Kas per 31 Desember 2024.

2 Dukungan Program
Strategis dan Dana
Transfer

=00 R

Melaksanakan Reviu Dokumen atas Realisasi Dana
dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang
Kesehatan dan KB Tahun 2025 pada RSUD Jayapura
dan RSUD Abepura.

Melaksanakan Reviu Layanan Perizinan.

Melakukan Pengumpulan Data Persiapan Pem
Meriksaan Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2023 -
Semester | 2025 pada Pemerintah Provinsi Papua.
Melakukan Reviu Ruangan Cathlab sebagai Syarat
Salur Bantuan Alat dari Kementerian Kesehatan RI.
Melaksanakan Reviu Rancangan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran (KUPA).

Melakukan Revisi atas Paket Pekerjaan di DPUPR
Provinsi Papua Tahun 2025.

Melaksanakan Reviu Pengadaan Paket Surveilans dan
Ternak Babi.

Konfirmasi dan Klarifikasi Proses Tender Rekonstruksi
Ruas Jalan KM 8 Depapre-Domena-Tablasufa.

3 Penguatan Tata Kelola
(MCP-KPK & SAKIP)

Melakukan Pembahasan dan Penyusunan Lembar
Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP OPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua.

Melakukan Verifikasi Pencapaian Penilaian Kinerja
Penyedia Pemenuhan Stranas PK KPK

Melakukan Reviu Belanja Honorarium dalam rangka
Memenuhi Ketentuan MCP KPK.

Melaksanakan Reviu Kecukupan Anggaran dan SDM
Sekretariat Inspektorat (Unit Umum, Kepegawaian,
Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan)
pada Inspektorat Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura,
dan Kabupaten Biak Numfor untuk Pemenuhan Eviden
MCP Tahun 2025.

Melaksanakan Verifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Outcome, IKK Makro, IKK Outcome Asimetris, dan IKK
Pendukung OTDA Tahun 2024.
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No

Kategori Strategis

Rincian Kegiatan Penugasan (Penugasan Khusus)

Pengawasan Dana
| Hibah dan Bantuan

Reviu atas Laporan Penggunaan Dana Hibah NPCI
Provinsi Papua pada PEPARNAS XVII Solo dan
PEPARNAS Xl Jakarta.

Melakukan Reviu atas Laporan Penggunaan Dana
Hibah KONI.

Reviu Anggaran Hibah Pemungutan Suara Ulang
(PSU).

Melakukan Reviu Dokumen
Pertanggungjawaban (SPJ) Hibah Kelembagaan.
Melaksanakan Reviu Data Penerima Bonus pada PON
XXI Aceh-Sumut.

Surat

Penegakan Integritas
dan Respons Aduan

Melakukan Klarifikasi dan Konfirmasi Dugaan
Pungutan Liar (Pungli) dan Pencemaran Nama Baik.
Melakukan Telaahan Staf terhadap Pengaduan
Masyarakat.

Melakukan Audit atas Penerimaan TPP pada Dinas
Kesehatan Provinsi Papua atas nama Pegawai yang
sedang Tugas Belajar.

Melaksanakan Pembahasan dan Penyerahan LHP ke
Provinsi Papua Tengah (Nabire).

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi dilakukan untuk menilai keterkaitan antara anggaran yang

digunakan dengan capaian output dan outcome pengawasan sebagaimana

mendukung pencapaian sasaran strategis dalam PK 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran
NO | PROGRAM A"ﬁgg)m” RE‘(“F;':)AS' SE’?;‘:A" OUTPUT
1. | Program 13,274,372,383 | 12,705,419,336 95.71% Laporan
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
2. | Program 14,212,202,000 | 13,448,992,539 94.63% Laporan Hasil
Penyelenggaraan Pengawasan
Pengawasan
3. | Program 6,027,092,000 5,530,084,797 91.75% Laporan
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan
- dan Asistensi
Jumiah 33,513,666,383 | 31,684,496,672 | 9.
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Analisis Efisiensi

e Capaian kinerja secara umum tercapai dengan tingkat serapan anggaran

di bawah 100%, menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.

e Kegiatan pendampingan SAKIP dan SPIP memiliki efisiensi tinggi karena

output melampaui target dengan realisasi anggaran yang relatif rendah.

Hubungan Anggaran — Output — Outcome

Anggaran pengawasan digunakan untuk menghasilkan output berupa laporan

hasil pengawasan dan pendampingan, yang berdampak pada meningkatnya
kepatuhan, kualitas pengendalian intern, dan akuntabilitas kinerja perangkat

daerah sebagai outcome.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Papua mengelola

anggaran  sebesar

Rp33,513,666,383

dengan

realisasi

sebesar

Rp31,684,496,672 atau 94.54 %. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan

pengelolaan anggaran yang efektif dan sesuai rencana kerja.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran
NO PROGRAM A”‘ig:)ﬂ““ RE?;LS)AS' SE'}Q';A” OUTPUT
1. | Program Penunjang 13,274,372,383 | 12,705,419,336 95.71% Laporan
Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
2. | Program 14,212,202,000 | 13,448,992,539 94.63% Laporan Hasil
| Penyelenggaraan Pengawasan
| | Pengawasan
3. | Program Perumusan 6,027,092,000 5,530,084,797 91.75% Laporan
Kebijakan,
Pendampingan dan
Asistensi
Jumlah 33,513,666,383 | 31,684,4¢
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BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan Umum
Secara umum, Inspektorat Daerah Provinsi Papua telah menunjukkan kinerja yang
akuntabel pada Tahun 2025. Sebagian besar indikator kinerja utama mencapai
bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penggunaan
anggaran telah difokuskan pada kegiatan prioritas dan memberikan kontribusi
nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Capaian kinerja

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Renstra Inspektorat berada pada jalur

yang tepat.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan pada OPD dengan
tingkat tindak lanjut rekomendasi yang masih rendah.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan
dan pemantauan TLHP.

3. Memperkuat koordinasi dengan OPD di wilayah terpencil untuk mengatasi
kendala akses dan komunikasi.

4. Menyelaraskan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan target akhir
Renstra 2026.

ERJA IMNSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 ok |



Lampiran

JRAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



Lampiran |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
PAPUA TAHUN 2024-2026

NERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



Lampiran Il
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



Lampiran Ill

PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA LAPORAN HASIL
EVALUASI ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN TAHUN 2024 PADA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI PAPUA

ORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



Lampiran IV

REKAPITULASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
KEUANGAN TAHUN 2024 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

J& IMSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



Lampiran V

REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI| ADMINISTRASI 2025
DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

PEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



LAMPIRAN |
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026



PAPUA

o
‘ #“:

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

INSPEKTORAT DAERAH

Ji Soa-5w Dok Il Bawah. Kelurahan Mandala, Kola jayapura-Papua 99115
Emal papuatprovi@gmail com/inspoktorat. prov papuaigmail com
hitp f'www. inspektoral papua.go.d’

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINS| PAPUA

NOMOR : 063 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN

a.

o

W

2024-2026

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3
dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN

No.RPER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan
dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan
pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

bahwa sehubungan dengan huruf a maka periu ditetapkan
Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama
(key perfomance indicators) Inspekiorat Daerah Provinsi
Papua dengan Keputusan Inspektur;

TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi. Kolusi dan
~ Nepotisme:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersin dan Bebas dari
Korupsi. Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang ................ 2



10

11

12

13

14,

15.

16.

-9

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah:;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/
11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua periode
2024-2026;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023
tentang Pembentukkan Perangkat Daerah dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Papua.

Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN............... /3



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

B

MEMUTUSKAN :

. Bahwa Keputusan Inspektur Provinsi Papua tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah periode 2024-2026
sebagaimana terlampir;

. IKU Inspektorat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan

Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;

: Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini

dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai

dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi
Papua dan masa berakhirnya Renstra Inspektorat Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal: 30 September 2024

Drs. ANGGIARSITBMORAMGSY
REBRIBMAN AHLI UTAMA
NIP. 19601229 198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubemur Papua ( sebagai laporan );
2. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
3. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

LEMPIEN oo 14
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LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025






Meningkatnva

NAMA SKPD

TAHUN

Sasaran
Strategrs
(2)

Ketaatan
terhadap
peraturan
Perundang-
undangan

dalam tata
kelola
penyelenggara
an Pemenntah
Dacrah

1.

I
L

'Jl“'

PERJANJIAN KINERJA

: Inspektorat Dacrah Provinsi Papua

: 2025

Indikator Kinerja

Program dan Kegiatan

|
1

Anggaran

___'[__

13.143.422.000

12.383.742.000
3.302.000.000
1.174.400.000

447.622.000

Target
(3) (4 (5)
| Persentase (%) | 85 - Program Penyelenggaraan
Kerugian ' Pengawasan
Negara/Daerah Kegi atan Pen yeléli gga raan
| Hasil Pengawasan Internal
' Rekomendasi 1. Pengawasan Keuangan
Audit Eksternal Pemerintah Daerah
Terhadap | 2. Pengawasan Umum dan
Pengelolaan l Teknis Kabupaten'Kota
- APBD Provinsi ' 3. Kerjasama Pengawasan
| Papua Internal
' Penyelesaian T 75 Program Penyelenggara
Tindak Lanjut | Pengawasan dengan Tujuan
Rekomendasi ! Tertentu
Hasil "I Penanganan Penyelesaian
Pemeriksaan Kerugian Negara Daerah
, | 2. Pengawasan Dengan Tujuan
1) R.ckumt:ndu:ﬂ Pastaria
Keunngin 100 ' Program Penyelenggaraan

{ Bobot 60%)
2) Rekomendasi
Admimistrasi
{ Bobot 40%)
3) Persentase
Pengaduan
Masyarakat
Yang Dapat
Ditangam

- Pengawasan

' Kegiatan -Pe'n_{';:-l_c@;{-é;;;l_l

' Pengawasan Internal

I. Monitori ng dan Evaluasi

Tidak Lanjut Hasil
Pemenksaan BPK RI1 dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

759.680.000

448.680.000
311.000.000
13.143.422.000

12.383.742.000

1.604.720.000




100 | Program Perumusan
| Kehijakan, Pendampingan
dan Asistensi
'_chintan Perumusan
Kehijakan Teknis di Bidang
' Pengawasan dan Fasilitasi

6.638.636.000

1.708.479.000 |

1.708.479.000

Pengawasan
1. Perumusan Kebijakan Tekms
di Bidang Pengawasan

| |
' ' l
Kegiatan Pendampingan dan
Asistensi
| 1. Koordinasi, Monitoring dan 4.452,557.000
! . Evaluasi serta Venfikasi ' |
1 )

Pencegahan dan
| |

4.950.157.000

! ' Pemberantasan Korupsi
! Dy, [, T — | | : S— e — .
Memngkatnya 1. | Capaian Nilai ‘ A [ Program Penunjang Urusan 12.039.905.905
Kapasitas dan | SAKIP | Pemerintah Daerah ! |
akuntabilitas | Administrasi Keuangan | 6.982.432.905 |
dalam - Perangkat Daerah l
penyelenggara | | 1. Penyedia Gaji dan Tunjangan 6.982.432.905
an | ASN |
pemerntahan | Administrasi Kepegawaian ’ 1.629.843.000
dan pelayvanan - Perangkat Daerah ! |
publik _ 1. Pendidikan dan Pelatihan . 1.620.843.000 |
! | Pegawar Berdasarkan Tugas
' | dan Fungs: '
3




E Administrasi Umum
' Perangkat Daerah

r
f

]

L

[B*]

0.

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Dacrah
1.

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

. Penvediaan Bahan Logistik

Kantor

. Penyediaan Bahan Cetakan

dan Penggadaan

. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-

undangan

. Fasilitas Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat
Koordinast dan Konsultasi

SKPD

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

. Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
| Dacrah Penunjang Urusan

| Pemerintahan Daerah

Penvediaan Jasa

Pemeliharaan, Pajak dan
Penziman Kendaraan Dinas

Operasional atau

. Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lamnya

. Pemeliharaan/Rehabilitas

Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

|

2.410.055.000
203.016.800
J48.200.000
373.983.200
36.000.000
480.000.000
868.855.000 |
570.775.000

10.775.000
140.400.000

419.600.000 |

446.800.000

193.040.000 |

113.760.000

140.000.000




wd

Menmngkatnya
Evaluas:
Kinerja
Instansi
Pemerimtah

( AKIP ) bag
SKPD di
Linghungan
Pemermitah
Provinsi Papua

Menmgkatnya

Evaluasi
Kinerja
Instansi
Pemerintah

{ AKIP)
Inspektorat
Pemerintah
Provins: Papua

Menmgkatnyva

sisten
akuntabilitas
dan
pengawasdn
dalam
pengelolaan
keuangan dan
kinerja dacrah.

| Memngkatnya

Evaluasi

Il

Nilai AKIP bagi
SKPD d
Limgkungan
Pemenntah

Provins: Papua

Nilar AKIP
Inspektorat
Provinst Papua

" Opmi BPK Atas

Laporan
Pertanggungjawa |
ban Keuangan '
Dacrah Provins:

Papua

‘ [,tipumn Hasil

Fvaluasi( LHE ) |

B

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

h chiﬁ-t-;l_ll l;i_:;_\ﬁ‘-r:_l'i:nggm;aan
Pengawasan Internal
I. Pengawasan Kinerja
Pemenntah Daerah

Program Perumusan
Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi

} K&ﬁtan Pcﬁd_a"rﬁpin_ﬁan dan

| Asistensi

{ 1. Pendampingan, Asistenst.
Venfikas: dan Penilaian
Reformasi Birokrast

‘ ‘Program Penyelenggaraan
' Pengawasan
'i\:éils_lt;n Penyelenggaraan
Pengawasan Internal
1. Pengawasan Kinerja
| Pemerintah Daerah

WTP | Program Pcn_vclenggﬁraan

B

| Pengawasan
| l\;Egiatan Penyclcn}:garuan
- Pengawasan Internal
I. Pengawasan Keuangan
Pemenntah Daerah
2. Reviu Laporan Keuangan

Program Penyvelenggaraan
Pengawasan

1

13.143.422.000

12.383.742.000

3.723.000.000
6.658.636.000

4.950.157.000

497.600.000

13.143.422.000

12.383.742.000

3.723.000.000

13.143.422.000

12.383.742.000
3.302.000.000
2.077.000.000 '

|
13.143.422.000




Kinerja, Laporan Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan | 12.383.742.000
Penyelenggara ( LKj ) Provinsi Pengawasan Internal : LY
an Pemerintah Papua 1. Reviu Laporan Kinerja 55.000.000
dan
Pengelolaan
Keungan
Pemenntah
Provinsi Papua
Total Anggaran Indikator Sasaran Strategis Rp.31.841.963.905

Jumlah anggaran untuk keseluruhan program baik program Utama dan program Pendukung (rutin)

adalah :
Program Anggaran Sumber Dana (APBD)

1.  Program Penyelenggaraan Rp. 13.143.422.000  Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Pengawasan

2. Program Perumusan Kebijakan, Rp. 6.658.636.000 Inspckiorat Daerah Provinsi Papua
Pendampingan dan Asistensi

3.  Program Penunjang Urusan Rp. 12.039.905.905  Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran keseluruhan Rp. 31.841.963.905

program (Utama & Rutin)

Jayapura, Maret 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Papua

K PERTAMA,
r Daerah Provinsi Papua

N\ _-'-.“b...-‘,__7':i\\"""' /
RARNISES LIMBONG, S.1P., M.Si ““E.DANNY M. K. KORWA, S.TP.. MH
MAYJEN (Purn) NIP. 19750115 200312 1 007
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan vang Efektif. Transparan dan Akuntabel
serta berorientast pada Hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. DANNY M. K. KORWA, S.TP., MH
Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Provinsi Papua

sclanutnya discbut PIHAK PERTAMA

Nama : RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)
Jabatan : Pj. GUBERNUR PAPUA

Sclaku atasan PIHAK PERTAMA. selanjutnya discbut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanpan i, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian imi dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jayapura,  Maret 2025

e B
PIHAK KEDUA, A m AK PERTAMA,
Pj.Gubernur Papua 1/ +PIt. lns‘;\eg.lur Daerah Provinsi Papua
. ’ 2 r- .,‘.’ y f ‘gﬂ_‘\‘
il | a L
RAMSES LIMBONG, S.1P., M.Si QN Dz&\h\ M. K. KORWA, S.TP.. MH
MAYTEN (Purn) SNTP. 19750115 200312 1 007
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NAMA SKPD
TAIIUN

Sasdaran I
Strategrs ,|
{2)

ketaatan
terhadap
peraturan
Perundang-
undangan
dalam tata
kelola

penyelenggara

| an Pemenntah

Dacrah 2.

q"il

PERJANJIAN KINERJA

: Inspektorat Daerah Provinsi Papua

: 2025

|

Indikator Kinerja Target | Program dan Kegiatan Anggaran
!
(3) ; (4) S I (. S—
Persentase (%) | 85 | Program Penyelenggaraan | 13.143.422.000
[ Kerugian I Pengawasan ' _
Negara/Dacrah [ Kegiatan Penyelenggaraan ‘ 12.383.742.000
| Hasil Pcngnwasnn Internal |
| Rekomendasi ! I. Pengawasan Keuangan T 3.302.000.000
Audit Eksternal T Pemerintah Daerah
" Terhadap 2. Pengawasan Umum dan 1.174.400.000 |
Pengelolaan Teknis Kabupaten/Kota '

APBD Provinsi
| Papua
il _Pcnyclcsz_aiaF
Tindak Lanjut
Reckomendast
Hasil
Pemeriksaan

1) Rekomendasi
Keuangan
(Bobot 60%4)

2) Rekomendass
Administrasi

| (Bobot 40%)

| 3) Persentase

Pengaduan

Muasvarakat
Yang Dapat
Ditangani

N R —— e

75

100

'3. Kerjasama Pengawasan
[nternal

Tertentu

Pengawasan dengan Tujunn ;

447.622.000 ‘

759.680.000 |

1. Penanganan Penyelesatan
Kerugian Negara/Daerah
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

[ 2
| =

' Prog ram Penyclenggaraan

- Pengawasan

' Kegiatan Peny clcn;.;.,a raan
| Pengawasan Internal
1. Monitoring dan Evaluasi
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
f’cmc..nl\sa:m APIP

448.680.000 ‘

311.000.000

13.1 43’.4?3.0?:;

12.383. ‘742.!)0!!

1.604.720.000 |




2. Meningkatya | 1.

kapasitas dan
akuntabilitas
" dalam

| penyelenggara |

an
pemenntahan

| dan pelayanan
publik

|
|

' Capaian Nilai

SAKIP

|
|
|

-
|

100

|
|
|
|
!
|

Prngrhin Perumusan |
Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi i
Keﬁiﬁlaﬁ Perumusan :
Kebijakan Teknis di Bidang |
Pengawasan dan Fasilitasi |
Pengawasan
1. Perumusan Kebijakan
Teknis di Bidang
Pengawasan

' Kegiatan Pendampingan
| dan Asistensi

|
|
|

1. Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan

dan Pemberantasan |
Korupsi |
Urusan Pemerintah Daerah ‘

P?ogram Pl:l'llll'lj;;g-ﬁ_ N

6.658.636.000

1.708.479.000

1.708.479.000

4.950.157.000

4.452.557.000

T 12.039.905.905







Menmgkatnva

. i1ml|ngk:1'f|-i:x;_*"_‘

Menmgkatnva | 1.

Evaluas:
Kinerja

Instans:
Pemerintah

¢ AKIP ) bag
SKPD dh
Lingkungan
Pemenintah
Provinsi Papua |

Evaluasi
Kinerja
Instansi
Pemenntah

{ AKIP )
Inspektorat
Pemerintah
Provinst Papua

" Nilai AKIP bagi

SKPD di

' Lingkungan

Pemerintah
Provinst Papua

"Nilai AKIP

Inspektorat
Provinsi Papua

sistem Laporan

L

. l..ﬁj;l.ti'l}"l.‘diitil-ll Jasa
Pemehharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau

| 2. Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lamnya

| 3. Pemeliharaan/Rehabilitas
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

|

T |'Progr:;r-li'Pcn_\'clcnggaraziﬁ

Pengawasan

r‘ﬁé'g_v,i:mm Penyelenggaraan
| Pengawasan Internal
1. Pengawasan Kinerja
Pemenintah Daerah

j Program Perumusan
| Kebijakan, Pendampingan
| dan Asistensi

193.040.000
i

|
113.760.000 |

140,000,000

13.143.422.000

12.383.742.000

3.723.000.000

6.658.636.000

| Kegiatan Pendanil;ingan

dan Asistensi

I. Pendampingan. Asistensi,
Verifikasi dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

B | i’fogram Penyelenggaraan
Pengawasan

chi:;tnn_l’_myelcnﬁgaraaﬁ
Pengawasan Internal
[ 1. Pengawasan Kimerja

| Pemenntah Dacrah

‘ Opin BPK Atas | WTP | Pro-gram_ Punyela_ggaraa;_

| Pengawasan

—
|

4.950,157.000 |

497.600.000

13.143.422.000

12.383.742.000 |

3.723.000.000 |

13.143.422.000
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PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN TAHUN 2024
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA
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PARUA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
z INSPEKTORAT DAERAH

e %
*#‘ JI, Soa-Siu Dok il Bawah, Kelurahan Mandala, Kota jayapura-Papua 99115,

Email: papuaitprov@gmail.cominspektorat.prov.papua@gmail.com
hitp/irww.inspektorat.papus.go.id/

Jayapura, 28 April 2025

Nomor : X.700/4/086/LHE-ITPROV/2025

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua
Tahun 2024

Kepada
Yth. Inspektur Daerah Provinsi Papua

di -
Jayapura

IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua sesuai
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi
SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk
berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja outcome yang telah

direncanakan melalui implementasi SAKIP.
Hasil evaluasi menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Papua

tahun 2024 memperoleh nilai 95,35% atau kategori “AA” dengan interpretasi
“Sangat memuaskan”. Penilaian tersebut menunjukkan telah terwujud Good
Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja.
Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Laponin Hasil Evaluast Kineria (LK) Inspelporat Dacrali Provinsi Papua Taliun 2024



Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun 2023 Tahun 2024
Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai Bobot Nilai
a | Perencanaan Kinerja 30 27,6 30 28,50
b | Pengukuran Kinerja 30 28,5 30 27,30
¢ | Pelaporan Kinerja 15 14,7 16 14,55
d | Evaluasi Akuntabilitas 25 24,3 25 2500
Kinerja Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100 95,05 100 95,35
Tingkat Akuntabilitas AA AA

<+ Pedoman Evaluasi Akuntablitas Kierja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Mentri
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021,

Nilai hasil evaluasi LKj tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu
dari nilai 95,05 menjadi 95,35 dengan predikat “AA" atau interprestasi “Sangat
Memuaskan”. Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi dari penilaian terhadap
seluruh komponen/sub komponen/kriteria dan data dukung dari Inspektorat Daerah
Provinsi Papua.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang
diperiukan :

1. PERENCANAAN KINERJA

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang
Berkesinambungan.

1) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta

berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. PENGUKURAN KINERJA
2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan

1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja.
Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat
disajikan.

2) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan.
Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat

disajikan.

oran Hasil Evaluasi Kinesma (LXj) Inspefporat Dacrali Provingi Papua Tafun 2024



2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan
Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang
Efektif dan Efisien.

1)

Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam
penempatan /penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.

Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang
menjadi dasar dalam penempatan PNS

2) Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi
penyesuaia(refocusing) organisasi.
Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang
menjadi dasar penyesuaian/refocusing organisasi.
3. PELAPORAN

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan
kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan
kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

1) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan

realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/
internasional (Benchmark Kinerja).

Terhadap kekurangan tersebut, kami rekomendasikan kepada Inspektur Daerah

Provinsi Papua agar :
1. PERENCANAAN KINERJA.

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang
Berkesinambungan.

1)

Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui Sosialisasi E-SKP.

2. PENGUKURAN KINERJA
2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan

1)

Agar terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja.
Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat

disajikan.

1 FHasil Evaluasi Kineria (LA 1 .'.'s_;‘-:‘rl"}"\.'.:.* Daerafi Provinsi Papia Taftun 2024



2) Agar terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan.
Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat
disajikan.

2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan
Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang
Efektif dan Efisien.

1) Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan
jabatan struktural maupun fungsional.
Agar peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam
penempatan PNS dapat disajikan.

2) Agar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing)
organisasi
Agar Peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam

penyesuaian /refocusing organisasi dapat disajikan.

3. PELAPORAN

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambar kan
kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan

kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

1) Agar Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja dilevel Nasional/internasional (Benchmark

Kinerja).

Laporn Hasil Evalnasi Kinerja (LX) Inspekporar Daerali Provinst Papua Tafiun 2024



Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai
penerapan menajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Kepala Inspektorat Daerah
Provinsi Papua dapat lebih memperhatikan penerapan SAKIP yang memerlukan
pelaksanaan Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil di SKPD yang Saudara pimpin.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

PIt. INSPEKTUR,
—eEel \S\,

F.DANNY M.KORWA, STP., M.MH

PEMBINA TK |
NIP.19750115 200312 1 007

Tembusan :
1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata
cara pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Riviu atas Laporan Kinerja;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah,;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Inspektorat Daerah
Provinsi Papua;

Peraturan Gubernur Papua Nomor 97 tahun 2024 tentang petunjuk teknis
pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

10) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Papua

Tahun 2025;

11) Surat Perintah PIt. Inspektur Daerah Provinsi Papua Nomor 700.1/4/084/SP-

ITPROV/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Evaluasi Kinerja (LKj) pada
Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun 2024;
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2. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang
dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk
mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan kapabel, serta
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk
mengetahui implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi
AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat
mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja outcome
yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan

sebaik-baiknya.

Evaluasi atas Implemetasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua
telah kami laksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB
Nomor Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

3. Tujuan Evaluasi
Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana
implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga
diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk
berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah

direncanakan melalui implementasi SAKIP.
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Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun
sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi
sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan
pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi,
dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus
dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi atas implemetasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi

terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian termasuk penerapan anggaran
berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kKinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pancapaian kinerja. Informasi kinerja yang
dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang
digunakan dalam menetukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk
berbagai hal (Knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan
ataupun keunggulan Instansi.
Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup
1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaia
kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/
penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian

strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
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4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi
kinerja; dan

5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi terlebih dahulu perlu didefinisikan
kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang
dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup :

1. Inforemasi untuk mengetahui Tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan

3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

5. Metodologi Evaluasi
Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah

metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang
telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah
pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil
evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Gambaran Umum Evaluatan
Gambaran umum Inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 sebagai
berikut :
1) Nama Kepala : Drs. Anggiat Situmorang, Ak., M.Si.,CA.,QIA.,CFrA
2) NIP: 19601229 198803 1 001
3) Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan/Nama Pejabat/Pegawai yang
ditunjuk menyusun :
(1) Renstra : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
(2) IKU : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
(3) Renja : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
(4) Perjanjian Kinerja : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
(5) Laporan Kinerja : Bernard Yesaya Bemey, S.Kom dan Tim
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4) Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Inspektorat Daerah

Provinsi Papua sebagai berikut :

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka fungsi Inspektorat Daerah

sebagai berikut :

a.

T@a@ - 0o a

Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari

Gubernur;

. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
Pelaksanaanpengawasan program reformasi birokrasi;

. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi;

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan

pemerintahan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Penyimpulan atas evaluasi terhadap laporan kinerja SKPD dilakukan

dengan penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai
hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan
untuk menentukan tingkat akuntabilitas SKPD yang bersangkutan terhadap
kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

soran Hasil Sodiuast Anend (LA LNSPER
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No

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

>00-100

Sangat Memuaskan,

Telah terwujud Good Govemance. Seluruh
kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di
seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah
yang yang dinamis, adaptif, dan efisien
(Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level individu.

>80-90

Memuaskan,

Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unit kerja dapat memimpin
perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level eselon
4/Pengawas/Subkoordinator.

BB

>70-80

Sangat Baik,

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik
pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama,
maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas
yang sangat baik ditandai dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal dan berbasis
teknologi informasi, serta pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level eselon
3/koordinator.

>60-70

Baik.

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik
pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja
utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit
perbaikan pada unit kerja, serta komitmen
dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja
baru dilaksanakan sampai dengan level eselon
2/unit kerja.

cc

>50-60

Cukup (Memadai),

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
namun demikian, masih perlu banyak
perbaikan  walaupun tidak = mendasar
khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
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Kurang,
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat

6 G >30-50 diandalkan. Belum terimplementasi sistem
manajemen kinerja sehingga masih perlu
banyak perbaikan mendasar di level pusat.
Sangat Kurang,

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali
tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum

7 D > 0-30 terdapat penerapan manajemen kinerja

sehingga masih perlu banyak perbaikan/
perubahan yang sifathya sangat mendasar,

khususnya dalam implementasi SAKIP.

Penyelenggaraan SAKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

Rencana Strategis telah disusun dan telah disampaikan ke Bappeda
pada tahun 2024.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 telah ditandatangani oleh Inspektur
Daerah Provinsi Papua dan telah disepakati Gubernur Papua bulan
Maret 2024.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja
yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
Pengelolaan Data Kinerja, dilakukan dengan cara mencatat, mengolah,
dan melaporkan data kinerja.

Pelaporan Kinerja 2024 telah disampaikan ke Gubernur dengan tepat
waktu.

Evaluasi Kinerja tahun 2024 telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Provinsi Papua.
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Tiindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

NO.

KOMPONEN YANG
BELUM TERCAPAI

REKOMENDASI

TANGGAPAN SKPD
SETUJUITIDAK SETUJU

Komponen Perencanaan Kinerja

1.b

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu

untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan
penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan
kinerja bidang lain (crosscutting)

Dokumen
Kinerja telah
sikan tepat waktu.

Perencanaan
dipublika

Agar  Agar
Perencanaa

dipublikasikan

oleh

Renstra,
Kinerja,
Perjanjian Kinerja sudag
melalui
Website Unit kerja/media
yang mudah di akses

Stakeholderi/masyarakat

Telah ditindaklanjuti

Dokumen
Kinerja
menggambarkan

Kebutuhan atas Kinerja
sebenarnya vyang periu

dicapai.

Analisa SWOT belum dapat di

sajikan

Perencanaan
telah

Agar
perencanaan
telah

dicapai.

disajikan

Dokumen

kinerja
menggambarkan
kebutuhan atas kinerja
sebenarnya yang perlu

Agar Analisa Swot dapat

Telah ditindaklanjuti

Setiap unit/satuan kerja
merumuskan dan
menetapkan Perencanaan

Kinerja.

Matriks peran hasil (MPH)
dari kepala satuan kerja/Unit
kerja hingga individu belum

dapat disajikan

menertapkan
perencanaan Kinerja.

individu
disajikan

Agar setiap Unit/satuan
kerja merumuskan dan

Agar Matriks peran hasil
(MPH) dari kepala satuan
kerja/Unit kerja hingga
belum dapat

Telah ditindaklanjuti

Setiap pegawai merumuskan
dan menetapkan

Perencanaan Kinerja.

Matriks Peran hasil (MPH)
belum dapat disajikan. SKP

SKP belum disajikan

Agar

menetapkan
perencanaan kinerja.

disajikan.

setiap pegawai
merumuskan dan

Agar Matriks peran Hasil
(MPH) dapat disusun dan

Telah ditindaklanjuti

1.c

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang

berkesinambungan
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Terdapat
perbaikan/penyempurnaan
Dokumen Perencanaan
Kinerja yang ditetapkan dari
hasil analisis  perbaikan
kinerja sebelumnya.

Agar Terdapat
perbaikan/penyempurna
an dokumen
perencanaan kinerja
yang ditetapkan dari hasil
analisis perbaikan kinerja
sebelumnya.

Telah ditindaklanjuti

Telah ditindaklanjuti

pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kinerja.

Pedoman atau SOP tentang
pengumpulan data kinerja
belum dapat disajikan

dan pengumpulan data
kinerja.

Agar Pedoman atau SOP
tentang  pengumpulan
data kinerja belum dapat
disajikan

Revisi RKT/Renja belum | Agar Revisi RKT/Renja
dapat disajikan. dapat disajikan.
2 |Setiap unit/satuan  kerja | Agar Setiap unit/satuan
memahami dan peduli, serta | kerja memahami dan
berkomitmen dalam | peduli, serta
mencapai kinerja yang telah | berkomitmen dalam
direncanakan. mencapai kinerja yang
telah direncanakan. Telah ditindaklanjuti
Matriks peran hasil (MPH) | Agar Matriks peran hasil
kepala Unit kerja, hingga | (MPH) kepala Unit kerja,
individu (SKP) belum dapat | hingga individu (SKP)
disajikan belum dapat disajikan
3 | Setiap Pegawai memahami | Agar Setiap Pegawai
dan peduli, serta | memahami dan peduli,
berkomitmen dalam | serta berkomitmen dalam Telah ditindaklanjuti
mencapai kinerja yang telah | mencapai kinerja yang
direncanakan. telah direncanakan.
Matriks peran hasil (MPH) | Agar Matriks peran hasil Telah ditindakianjuti
kepala Unit kerja, hingga | (MPH) kepala Unit kerja,
individu pegawai dan (SKP) | hingga individu pegawai
belum dapat disajikan (SKP) belum dapat
disajikan
2 | Pengukuran Kinerja
3ig Pengukuran Kinerja telah dilakukan
1 | Terdapat pedoman teknis | Agar Terdapat pedoman .
teknis pengukuran kinerja Telah ditindaklanjuti

X
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2

| Terdapat mekanisme yang

jelas terhadap pengumpulan
data kinerja yang dapat
diandalkan.

Pedoman atau SOP tentang
pengumpulan data kinerja
belum dapat disajikan

Agar Terdapat
mekanisme yang jelas
terhadap pengumpulan
data kinerja yang dapat
diandalkan.

Agar Pedoman atau SOP
tentang  pengumpulan
data kinerja belum dapat
disajikan

Telah ditindaklanjuti

Telah ditindaklanjuti

2.b

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara

Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

Pimpinan  selalu terlibat
sebagai pengambil keputusan
(Decision  Maker) dalam
mengukur capaian kinerja.

Laporan Monitoring Evaluasi
pelaksanaan Renja (laporan
Triwulan/Permendagri belum
dapat disajikan.

Agar Agar Aktifitas dalam
SKP mendukung
indikator yang akan
dicapai belum dapat
disajikan.

Agar Laporan Monitoring
Evaluasi  pelaksanaan
Renja (laporan
Triwulan/Permendagri
belum dapat disajikan.

Telah ditindaklanjuti

Telah ditindaklanjuti

Setiap level organisasi
melakukan  pemantauan
atas pengukuran capaian
kinerja unit dibawahnya
secara berjenjang.

Penilaian SKP belum dapat
disajikan

Agar Setiap level
organisasi melakukan
pemantauan atas
pengukuran capaian
kinerja unit dibawahnya
secara berjenjang.

Agar Penilaian SKP
belum dapat disajikan

Telah ditindaklanjuti

2.c

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan

Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif

dan efisien

Pengukuran Kinerja telah
menjadi dasar dalam
penyesuaian
(pemberian/pengurangan)
tunjangan
kinerja/penghasilan.

Agar membuat
rekapitulasi  penialaian
SKP untuk mengukur
kinerja pegawai sebagai
bukti pemberian bukti
pemberian/pengurangan
tunjangan kinerja

Telah ditindaklanjuti
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Pengukuran Kkinerja telah | Agar Pengukuran
mempengaruhi kinerja telah
penyesuaian Strategi | mempengaruhi
dalam mencapai kinerja. penyesuaian Strategi
dalam mencapai
kinerja.
Revisi Renstra belum dapat | Agar Revisi Renstra
disajikan belum dapat disajikan
Pengukuran kinerja telah | Agar Pengukuran
mempengaruhi kinerja telah Telah ditindaklanjuti
penyesuaian Kebijakan | mempengaruhi
dalam mencapai kinerja. penyesuaian Kebijakan
dalam mencapai
kinerja.
Revisi Renja belum dapat | Agar Revisi Renja belum Telah ditindaidanjuti
disajikan dapat disajikan
Pengukuran kinerja telah | Agar Pengukuran
mempengaruhi kinerja telah Telah ditindakianjuti
penyesuaian Aktivitas | mempengaruhi
dalam mencapai kinerja. penyesuaian Aktivitas
dalam mencapai
kinerja.

Belum ditindaklanjuti

Revisi /perubahan PK | Agar Revisi/perubahan
belum dapat disajikan PK  belum  dapat

disajikan
Pengukuran kinerja telah | Agar Pengukuran
mempengaruhi kinerja telah Telah ditindaklanjuti
penyesuaian Anggaran | mempengaruhi
dalam mencapai kinerja. penyesuaian Anggaran

dalam mencapai

kinerja.
Revisi anggaran/DPA | Agar Revisi Belum ditindaklanjuti
perubahan belum dapat | anggaran/DPA
disajikan. perubahan dapat

disajikan.
Terdapat efisiensi atas | Agar laporan Kinerja 3 o
penggunaan anggaran | Tahunan/Lapkin Telah ditindaklanjuti
dalam mencapai kinerja. menyajikan  efisiensi

penggunaan anggaran

dalam mencapai

kinerja.
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7 | Setiap pegawai memahami | Agar setiap pegawai
dan peduli atas hasil | memahami dan peduli Telah ditindaklanjuti
pengukuran kinerja. atas hasil pengukuran
kinerja.
Penilaian SKP pegawai | Agar Penilaian SKP - -
belum dapat disajikang pegawai belum dapat H T
disajikan
3. | Pelaporan Kinerja
3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
1 | Dokumen Laporan Kinerja | Laporan Kinerja Agar Belum ditindaklanjuti
telah dipublikasikan. diupload pada Subsite
unit kerja/media lain
yang dapat dengan
mudah di akses oleh
masyarakat.
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas
3.p | atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta
upaya perbaikan/penyempurnaannya
1 | Dokumen Laporan Kinerja | Agar Dokumen
telah menginfokan | Laporan Kinerja telah
perbandingan realisasi | menginfokan . -
kinerja dengan realiasi | perbandingan Telah ditindakianjuti
kinerja di level | realisasi kinerja
nasional/internasional dengan realiasi
(Benchmark Kinerja). kinerjia  di level
nasional/internasional
(Benchmark Kinerja).
2 | Dokumen Laporan Kinerja | Agar Dokumen Telah ditindaklanjuti

telah menginfokan efisiensi
atas penggunaan sumber
daya dalam mencapai
kinerja.

Laporan Kinerja telah
menginfokan efisiensi
atas penggunaan
sumber daya dalam
mencapai kinerja
(pada Level sasaran).
Penjelasan  Terkait
upaya-upaya yang
telah dilakukan dalam
rangka efisiensi dan
penjelasan atas
penyebab inefisiensi
penggunaan sumber
daya

i
wat
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3.c

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Penyajian informasi dalam
laporan kinerja menjadi
kepedulian seluruh
pegawai.

Dokumen Penilaian SKP

belum disajikan

Penyajian
dalam

Agar
informasi
laporan kinerja
menjadi kepedulian
seluruh pegawai.

Agar Dokumen
Penilaian SKP belum
disajikan

Telah ditindaklanjuti

Informasi dalam laporan
kinerjia berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian penggunaan
anggaran untuk mencapai
kinerja.

Dasar/latar belakang
perubahan anggaran
belum diungkapkan pada
Laporan Kinerja

Agar Dasar/latar
belakang perubahan
anggaran
diungkapkan
laporan kinerja.

pada

Telah ditindaklanjuti

Informasi dalam laporan
kinerja selalu
mempengaruhi
perubahan budaya kinerja
organisasi.

Unit kerja telah berupaya
membangun sistem
manajemen kinerja yang
sudah menjadikan kinerja
sebagai budaya (culture)
dalam berorganisasi mulai
dari pimpinan hingga level
individu,Yang  tertuang
dalam aktifitas SKP untuk
mendukung indikator yang
tercapai.

Aktifitas dalam  SKP
mendukung Indikator
yang akan dicapai belum
dapat disajikan.

Informasi
laporan
selalu

Agar
dalam
kinerja
mempengaruhi
perubahan budaya
kinerja organisasi.
Unit kerja telah
berupaya
membangun sistem
manajemen kinerja

yang sudah
menjadikan  kinerja
sebagai budaya
(culture) dalam
berorganisasi mulai
dari pimpinan hingga
level individu,Yang
tertuang dalam

aktifitas SKP untuk
mendukung indikator
yang akan tercapai.

Telah ditindaklanjuti

nspefrorar Dacrafi Provinst Papiia Tafun 2024




Agar Aktifitas dalam
SKP mendukung
Indikator yang akan
dicapai belum dapat
disajikan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

4.b

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara

berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dilaksanakan oleh SDM
yang memadai.

SK Tim Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan
belum dapat disajikan.

Agar Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Internal
Pelaksanaannya
menggunakan
Teknologi Informasi
(Aplikasi)

Agar SK Tim
Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
dapat disajikan.

Telah ditindaklanjuti

Belum ditindaklanjuti

Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal telah
dilaksanakan dengan
pendalaman yang
memadai.

SK Tim Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
belum dapat disajikan.

Agar Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Internal telah
dilaksanakan
dengan pendalaman
yang memadai.
Agar SK Tim
Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan

dapat disajikan.

Telah ditindaklanjuti

Belum ditindaklanjuti

&
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BAB II
HASIL EVALUASI

Berdasarakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Papua sesuai
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat implementasi
SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk
berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja outcome yang telah
direncanakan melalui implementasi SAKIP.
Hasil evaluasi menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Papua tahun
2024 memperoleh nilai 95,35% atau kategori “AA” dengan interpretasi “Sangat
memuaskan”. Penilaian tersebut menunjukkan telah terwujud Good Governance.
Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah
terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2023 Tahun 2024
Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai Bobot Nilai
a | Perencanaan Kinerja 30 27,6 30 28,50
b | Pengukuran Kinerja 30 28,5 30 27,30
¢ | Pelaporan Kinerja 15 14,7 15 14,55
d | Evaluasi Akuntabilitas 25 24,3 25 25,00
Kinerja Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100 95,05 100 95,35
Tingkat Akuntabilitas AA AA
& Pedoman Evaluasi Akuntablitas Kierja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan

Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021.
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Nilai hasil evaluasi LKj tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu
dari nilai 95,05 menjadi 95,35 namun tetap dengan predikat yang sama “AA" atau
interprestasi “Sangat Memuaskan”. Nilai tersebut di atas merupakan akumulasi dari
penilaian terhadap seluruh komponen/sub komponen/kriteria dan data dukung dari
Inspektorat Daerah Provinsi Papua.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang
diperlukan :
1. PERENCANAAN KINERJA

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang
Berkesinambungan.

1) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. PENGUKURAN KINERJA

2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan

1) Belum terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja.
Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat
disajikan.

2) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja
yang dapat diandalkan.
Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja belum dapat
disajikan.

2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan
Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang
Efektif dan Efisien.

1) Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam
penempatan /penghapusan jabatan structural maupun fungsional.
Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang
menjadi dasar dalam penempatan PNS

2) Belum Sepenuhnya Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi

penyesuaia(refocusing) organisasi.
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Belum terdapat peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK yang
menjadi dasar penyesuaian/refocusing organisasi.

3. PELAPORAN
3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan
kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan
kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
1) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional

(Benchmark Kinerja).

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami
merekomendasikan kepada Inspektur Daerah Provinsi Papua beserta seluruh
jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

1. PERENCANAAN KINERJA.

1.c Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang
Berkesinambungan.

1) Agar setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui Sosialisasi E-SKP.

2. PENGUKURAN KINERJA
2.a Pengukuran Kinerja Telah dilakukan
1) Agar terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja.
Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat
disajikan.
2) Agar terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja

yang dapat diandalkan.
Agar Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja agar dapat

disajikan.
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2.c Pengukuran Kinerja Telah Dijadikan Dasar Dalam Pemberian Reward dan
Punishment Serta Penyesuaian Strategi Dalam Mencapai Kinerja Yang

Efektif dan Efisien.
1) Agar pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan

jabatan struktural maupun fungsional.
Agar peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam
penempatan PNS dapat disajikan.

2) Agar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing
organisasi.
Agar Peraturan atau keputusan tentang Anjab/ABK menjadi dasar dalam
penyesuaian /refocusing organisasi dapat disajikan.

3. PELAPORAN

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambar kan
kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan
kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

1) Agar Dokumen laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja dilevel Nasionalfinternasional (Benchmark
Kinerja).

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP sebagai

penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh
jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi

Papua sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

~~PIt.INSPEKTUR,

: L | |
F.DANNY. M.K_..K('erWA, STP., MH
PEMBINA TK |
NIP.19750415 300212 1 007
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LAMPIRAN 1
KERTAS KERJA EVALUASI



 KERTAS KERJA EVALUASI

INSPEKTORAT DAERAH

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

P ghan
dengan lujuan/ sasaran)

PERENCANAAN KINERJA 30,00
1.a| Dokumen Perencanaan kinerja
telah tersedia 6,00
Kriteria
1|Terdapat pedoman teinis Dapatkan: Palunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistim| 1,00 3 900 |nttrs /s songle
p : L Ly
perencanaan kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
|lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua
|(Pergub 97 Tahun 2024)
2| Terdapat dokumen p=rencanaan Dapath Pergub g Grend Designe| 1,00
kineria jangka panjarg. Reformasi Birokrasi Provinsi Papua
3| Terdapat dok p ) Dapatkan Dokumen Renstra 1,00
kinerja jangka menengah. amylile/df | plrwl t
AWz drihdC
Terdapal dekumen parencanaan Dapatkan dokumen Rencana Kinera 1,00
Jinerja jangka pandek. (Renja/Rencana Kinerja Tahunan
5| Tordapat dokumen p Dapatkan do} Perjanjian Kinerja (PK) 1.00
aklivitas yang mendukung kinerda.
hl SAM Y
B IpUkEiview Pusp
fiey
E|Tllr6lpﬂl dokumen perencanaan Dapalkan dokumen Rencana Anggaran Kas per| 1,00
anggaran yang mendukung kinerja. triwulanan/oulanan
1.b|Dokumen Parencanaan kinerja
telah mamaenuhi standar yang
baik, yaitu untuk mencapal hasH,
dengan ukuran kinorja yang
SMART, menggunakan 9,00
penyelarasan (cascading) disetiap
level secara logis, serta
perhatikan ki
lain (crosscutting)
Kriteria
=] Dokumen P aan Kinerj Dapalkan dokumen 100 | 11
telan diformalkan 1. Renstra
2. Rencana Kinefja (Renja/RKT)
3. Peranjian Kinerja
Pastikan seluruh dok 1 lelah disahkan oleh
Kepala Satker/Unit Keda alau yang berwenang
mengesahkan
2| Cokumen Perencanaan Kinerja Paslikan dokumen berikut telah diupload dalam| 1,00 fripektonal D!
telah dipublikasikan tepat wakiu. websile |
1. Rensira
2. Perencanaan Kinerja/ Renja/RKT
3. Perjanjian Kinerja
Teliti apakah:
Renslra, P 1aan Kinerja, Parjanjian Kinena
sudah dipublikasikan melolul website Unil
|Kerja’Media yang mudah di akses oleh
|siakeholdermasyarakat
3|Dokumen Perencanaan Kinerja Dapatkan dok R dan pastikan telah| 1,00
telah menggambarkan Kebutuhan thlmunllf"lm
atas Kinerja sebenamya yang periu - Isu sl MieX ki L ashy
dicapai. 2. Anallsa SWOT .~.-.J'vu?ii‘l_u-zr_i,-,._;-
Teliti apakah : wintpedee fink
Ferencanpan telah menjawab isu sirategls dan
timb lisis SWOT (selaras|




Komponen!§

Kompongn/Kmteria

4| Kualilas Rumusan Hasi
(Tujuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kandisi kinerja
yang akan dicapai.

Bobot

Unitf

Satker

Jirwinlan

Nil

|Dapatkan dokumen Renstra dan dapatkan
|informasi apakah :

1. Tujuan telah berorientasi hasil:

- berkualilas oulcome atau output penting
- bukan proses/kegiatan

- menggambarkan kendisi atau output penling
yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud
- terkait dengan isu slrategis organisasi

- sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi

2. Sasaran telah beronenlasi hasil

un

Ukuran Kaberhasilan (indikator
Kinerja) telah memenuhi kriteria
SMART.

Dapatkan dokumen Renstra pastikan bahwa
Indikator Tujuan, Indikator Sasaran telah
memenuhi kriteria SMART -

1. Specific: Tidak berdwimakna

2. Measurable: Dapal diukur, dapat didentifikasi

|satuan atau parameternya

3. Achlavable: Dapal dicapai, relevan dengan
tugas fungsinya (domainnya) dan dalam
kendalinya (controllable)

4. Relevant: Terkait langsung dengan
{marepresantasikan) apa yang akan diukur

5. Time-Bond Goals: Mengacu atau
menggambarkan kurun waktu terlentu

1,00

Catatan

bty [{drive goosle
. it

lo

Indikator Kinarja Utama (IKU) lelah
menggambarkan kondisi Kinerja
Utama yang harus dicepal, tertuang
| secara barkelanjulan (sustainable -
lidak sering diganti dalam 1 periode
Perencanaan Strategis).

Dapalkan dokumen.

1. Indikator Kinerja Utama dan pastikan telah
salaras indikator lujuan dan sasaran Telill
apakah Indikator Kineda Utama:

a telah diformalkan

b. telah memenuhi kriteria SMART

¢. dalam hal terdapal perubahan Indikalor maka
dapatkan justifikasi atas perubahan indikator
tersebut

UBHERD,

1oedrve |

-3

Target yang ditetapkan dalam
Parencanaan Kinerja dapat dicapai
(achievabie), menantang, dan
realistis.

Dapatkan dokumen:

1. Indikator Kinerja Litama

2. Perjanjian Kinerja

3. Rencana Kinerja Tahunan

Pastikan targel kinerja telah ditetapkan
dengan

o Selaras dengan Indikalor Rensira;

b. Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg
SMART,

Teht apakoh penetapan target:

0. Berdasarkan basis dala yang memadai (data
tahun sebelumnya, data nasional, dalabase
populasi, analisis sumbar daya)

b. Berdasarkan argumen dan perhitungan yang
logis

1,00

8| Satiap Dokumen Perencanaan
Kinerja menggambarkan hubungan
yang berkesinambungan, serta
selaras antara KondistHasil yang
akan dicapai di satiap level jabatan
{Cascading)

Dapatkan dokuman:

1. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja
2. Matrik Peran Hasil dari Kepala Unit Kerja,
Eselon Il hingga individu (matrik cascading)
Pastikan

indikator kinerja individu telah mengacu pada
indikator kinerja level di atasnya dan unil kerja
Teliti apakah:

a Target kinerja dalam PK atasan telah

di breakdown dalam {selaras dengan) targel

b. Indikator dan target Unit Kera telah
menduku b

ng dan dangan ir it
Satuan Kerja di alasnya

el

LafymS/ vie 'y sng

ihe Nk




9|

Komponen/Sub

Komponen/Kntoria

Perencanaan kinorja dapat

|membernkan informast tentang

hubungan kinerja, stralegi,
kebijakan, t kiivilas antar
bidang/dengan tugas dan fungsi lain
yang berkaitan (Crosscutiing).

Bobot

Unit
Satker

Jaws

ban

Data Dukung & Uralan Krileria

Dapatkan dokumen:

1. Perjanjian Kinerja Satuan Kera/Unit Kerja

2. Matrik Peran Hasil dari Kepala Unit Kerja,
hingga individu (cascading)

Paslikan bahwa Indikalor leve! salker telah
seluruhnya diturunkan ke uniV/ indikator unit telah
seluruhnya diturunkan ke kelompok substansi ke
level di bawahnya

Teliti apakah:

a. tidak ada tumpang tindih indikator kinerja antar
{unitKelompok substansi

|b. tidak ada tumpang tindih aktivitas/kegiatanoleh
unit2 pada satker dan tidak ada tumpang Undih
aktivitas/kegiatan oleh kel. subs pada unit kera
c. program/kegiatan/sub kegiatan antar unit
pada satker selaras dengan sasaran alau
indikator/kebfjaken sater

Angka

hitpefdeh

camfgrive

Catatan

10| Setiap unitsatuan kerja

kan dan fapkan

Parencanaan Kinerja

|Dapatkan dokumen

1. Perjanjian Kinerja Saluan Keda/Unil Kerja

Kerja/Unit Kerja hingga individu

3. SKP Kepala Unit Kerja,

Telili apakah:

a. Indikator Unit Kerja/eselon Il telah mendukung
dan selaras dengan Indikator Kinerja Saluan
Kera di atasnya

b. Indikater Kinera Satker telah seluruhnya
diturunkan ke unil hingga ke kelompok substansi
¢ Targel kinera dalam PK atasan telah
di breakdown dalam (selaras dengan) target
kinerja bawahan (SKP)

2. Matriks Peran Hasil dari Kepala Satuan|

Sed Thuspodove b

nk

hatgs /¢

ey liejidy

LT 7 ETLETT

dan

P Ped

Kinara.

Dapatkan dokumen:

1. Matriks Peran Hasl dari Kepala Satuan
Kera/Unil Kera hingga individu

2 SKP pegawai

Teliti apakah

a. Indikator kinerja individu mengacu pada
indikalor atasannya dan unil kerja/Satker

b. Indikator Kinerja Salker telah seluruhnya
diturunkan ke unil hingga ke Individu

c. Targel2 kinerja dalom atasan telah

di breakdown dalam (selaras dengan) target
kinarja individu {SKP)

1.g

Perencanaan Kinerj telah
dimanfaatkan untuk mewujudkan
hasll yang berkesinambungan

Kritorin .




onen/Kriteria

Anggaran yang ditetapkan telah
mengacu pada Kinerja yang ingin
dicapai

Bobot

Unit
Satker

ban

Dapatkan dokumen:

1. Rencana Kinerja Tahunan (Renja)

2. Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA)

3. Pedjanjian Kinerja (PK)

Pastikan PK telah anggaran yang

digunakan dalam pencapalan indikator

Tefili apakah:

a.Setiap sasaran dan indikator yang ditetapkan

dapat diidenlifikasikan keglatan dan
anggarannya, dapat dilihat dan detil PK .

kb_ Anggaran yang didapatkan (DPA) sesuni

\dengan nilai anggaran pada PK

Angka

1,00

1,76

httpn:/{dove google

prfove hink

Akl

yang dilaksanakan telah
mendukung Kinetja yang Ingin
dicapai.

Dapalkan dokumen :

1. Perjanjlan Kinerja (PK)

Pastikan : PK telah menjabarkan targe! lahunan
Teliti apakah:

-Apakah pK lelah mencantumkan sub

rinci saliap p yang
akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja

HIOW RO gy
el Tuspedter 3

(=]

Target yang ditetapkan dalam
Perancanaan Kinofja lelah dicapai
dengan baik, atau setidaknya masih
on the right track .

Dapatkan dokumen :

1. Perjanjian Kinerja (PK)

2. Laporan evaluasi infernal/Lapkin

Telli apakah:

a. Telah menindakianjuti rencana lindak lanjut
yang disusun dalam rangka pencapaian larget
b. Target tercapai minimal 80%.

1 Lldrve gnogle

e/ TmIA

frumdh 1

kS

Rencana aksi kinerja dapal berjalan
dinamis karena capaian kinerja
selalu dipantau secara berkala

|Dapatkan dokumen:

1. Perjanjian Kinenja (PK)

2. Laporan evaluasi intemal (Lapkin)
Pastikan evaluasi intemnal (Lapkin)
dilaksanakan secara berkala

Telili apakah:

Telah rnemudaklmjtm rencana tindak lanjul yang
saal p luasi internal pada

telah

poriode ubllumm

Rtp/ drve goaogie
fTemlA

Fgiyhvx

L 18 e

Terdapal pert Ipenyemp
Dokumen Perencanaen Kinerja yang
ditetapkan dan hasil analists

kinara ¥

Dapalkan dokumen:

1. Revisi Ransira

2. Revisi RKT/Renja

3. Perubahan larget

Apabila lidak turr.lupai Rwl.ll Rensll‘a Ravlsl
RKT/Renja, P

perancanaan lain, pastikan apakah halli evaluasi

linternallapkin interimfapkin tahunan ferdapol
|rekomendasi terkait
{perencanaan kinera dan rekomendasi telah

ditindaklanjuti

1,00

GL'lrdapﬂ perbaikanipenyempumaan

Dokumen Perencanaan Kinera
dalam mewujudkan kondisi‘hasil
yang lebih baik.

Dapatkan dokumen:

1. Revisl Renslra

2. Revisi RKT/Renja

3. Perubahan targe!

Apabila tidak terdapat Revisi Hanmrn Rwul

RKT/Renja, i
perencanaan lain, pastikan apakah hanll evaluasi
t Wapkin intesimAapkin tahunan lerdapat
rekomendasi terkail
P canaan kinerj
ditindaklanjuti

dan rek dasl telah

100

DLFWRLIyh Y
E Qi vie

s

wrmve iink




KomponeniSub
Komponen/Kriteria

Setiap unit'satuan kerja memahami
dan peduli, serla berkomilmen
|dalam mencapai kinerja yang telah
direncanakan

Bobot

Unit

Satker

Jawaban

& Uralan Kriteria

Matriks Paran Hasil Kepala Unit Keda hinggal
Individu (SKP)
Teliti apakah:
Telah dilekukan sosialfsasi perencanaan kinerja
dan Satker ke Unit Kena/dari Unit Kerja/Eselon Il

Angka

(0-1}

bitps /idive google

Calatan

8[Setiap Pegawai memahami dan Dapatkan dokumen: 0,75
| peduli, serta berkomitmen dalam 1. Matnks Peran Hasil (MPH) Kepala Unit Kerja,
mencapai kinerja yang felah hingga individu Pegawai
direncanakan. 2. SKP o7
Teliti apakah : Lafims Peisv Fug g g
Telah dilakukan sosialisasi parencanaan kinerja fve tini
dari Satker ke Unit Keija, dan ke seluruh
pegawai Lakul singkat deng
salah satu pegawai, dapatkan pemahaman
terkail perencanaan kinerja pegawai {Sosialisasi
|E_SKP)
by s pradionss ik
2
. |PENGUKURAN KINERJA 30,00 73
Pengukuran Ki alah
| difakukan - il Wi o
Kritaria : o
1] Terdapat pedoman teknis Dapalkan dokumen: 0,75 25 | 8333
pangukuran kinerja dan 1.IKU
pengumpulan dala kinerja. 2. Ped otau SOP g pengumpulan
dala kinerja. .
sprdrien link
2| Terdapat Definisi Operasional yang Dapatkan dokumen: 1,00
jelas atas kinerja dan cara mengukur| 1. IKU/definisi operasional
indikator kinana Pastikan IKU tersebul telah memual rumusan
cara  mengukur seluruh  indikator  kinerja
Satker/Unil Kena
3| Terdapal mekanisme yang jelas Dapatikan dokumen: 0,75
terhadap pengumpulan data kinerja 1. 1KY
yang dapat diandalkan 2. Ped atau SOP g pengumpulan
data kinana
Telti apakah:
1. IKU memuat penjelasanideskripsi cara
pengukuran kinerja
2. Pedoman/SOP level Unit Kera
3. Pedoman/SOP telah memuat:
a. Ada kemud: v uniuk ! b
|datanya yang valid;
b. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi
h pinak yang berkepentingan;
<. Terdapat penanggungjawab yang jelas;
2.b|Pengukuran Kinerja telah menjadi
kabutuhan dalam mewujudkan
Kinerja secara Efektif dan Efisien 9,00 A g
dan telah dilakukan secara ’
berjenjang dan berkolanjutan
Kriteria :
1| Pimpinan selalu terlibat sebagai Dapatkan dokuman: 1,00 7
pengambil keputusan {Decision 1. Laporan monitoring evaluasi palaksanaan
Maker) dalam mengukur capaian Renja (lap trivuilan P dagri
lkinera. 2. Laporan kinerja/Lapk
Pastikan :
a. Laporan telah diformalkan oleh pimpinan unit
kerja
Dapatkan dokumen: 1.00

[.5]

Data kinerja yang dikumpulkan talah
ralevan untuk mengukur capaian
kinera yang diharapkan

1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin :
Pastikan data yang dikumpulkan dan disajikan]
telah selaras
Teliti apakah:
Informasi capaian kinedja berdasarkan fakta
isebenarnyn atsu data sumber/ bukdi yang
memadai dan dapat dipertanggungjawabkan

£ ey Fibe el
dAnmAL]EW
wlENEqnida2ulfvie

wivgpedive fank




Komponen/Sub

Komponen/Krteria

Data kinorja yang dikumpulkan telah
meandukung capaian kinerja yang
diharapkan.

Bobot

Uniy

Satker

Jawaban

Dapatkan dokumen:
1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin
Pastikan seluruh target yang ada dalam Lapkin

https/drive gongle

dalam mencapai kinerja.

Teliti Apakah:

Dasarfalar  bel g p lpanyesuaian
stralegi lelah diungkapkan pada lapotan kinerja
Tajunan/Lapkin

perubat

telah diukur realisasinya
4| Pangukuran kinena telah dilakukan Dapatkan dokumen: 1.00
socara barkala 1. PK
3. Laporan Kinena Tahunan/Lapkin. Pastikan
|seluruh target yang adas dalam PK telah diukur
realisasinya secara b (but )
5| Setiap lavei organisasi melakukan Dapalkan dokumen : 1.00
p b atas pengukuran 1. Penilaian SKP
| capalan kinerja unil dibawahnya 2.PK
secara berjenjang. Teliti apakah:
antara cag deng
Capaian PK Satker/Unl Kerja (eselon 3 dan 4)
6| Pengumpulan data kinerja telah Dapatkan dokumeniasi : 1,00
|memanfaatkan Teknologi Informasi Pengumpulan data kinarja minimal
(Aplikasi). menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-
lrumus excell (sheet-sheet per PK) untuk
maminimalisic kesalahan mulai dari di masing-
masing bidang.
Telti apakah:
penginputan dalam aplikasi o SKP selaras
dengan sumber data
7|Pengukuran capaian kinerja telah Telili apakah : 1.00
memanfaatkan Teknclogi Inf i penginputan dalam aplikasi e SKP selaras o 1/ dtive. sk
(Aplikasi) dengan sumber data s P
2.c|Pengukuran Kinerja telah
dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishment, serta
135
| panyesualan strateg! dalam w0 A 5
|mencapal kinerja yang efektif dan
aeria :
Pengukuran Kinerja telah manjadi | Dapatkan dokumen: 1.00 9.5 05
dasar dalam penyesualan 1. Peraturan  Kepala Daerah lentang
(p ianfpengurangan) unjang Pelaksanaan Pemberan Tunjangan Kinerja,
|kinerja/penghasilan. Pagawal. o .
2. Rekapilulasi  penil kinerja  peg
(Penilaian SKP)
Teliti apakah terdapal penilaian SKP pegawai|
|dengan nilal Cukup, dan bukti pengurangan|
{pemberian tunjangan kinera
" 2|Pengukuran Kinerja telah menjadi Dapatkan dokumen: : 0.75
dasar dalam 1. Peraluran alau kepulusan tenlang Anjab/ABK
atan/| hap Jabatan Telili apakah anjabVABK lersebut menjadi dasar|
Baik sruktural ma pun fungsional dalam penempatan PNS
3| Pengukuran kinerja oiah Dapatkan dokumaon: . 0,78
mempengaruhi panyesuaian 1. Peraturan atau kepulusan tenlang Anajab/ABK
(Relocusing) Crpanisasi, Taliti apakah anwe.ex I.ombut'merundt dasar ;
a o 15010
4|Pengukuran kinera teiah Dapalkan dokumen: 1.00 it .',"4.'3":"".: oR
mempengaruhi penyesuaian Sirategl 1. Lap kinerja taly Lapkin somfHlie/d1Xmp
e 2. Revisi Rensira AnmAb L WRY I

WIKNEqudx L fvie
Wi gegiye_ Dk




Unit )
Bobot : : Jata [ a8 L K riteris Al Evidance
Satker (0.4) Evid;

Jawaban Nilai

Pengukuran I:h_mma lelah Dapatkan dokumen: hitps f{deive poogle

peng yesuaian 1. Laporan kinerja lahunan/Lapkin
Kebijakan dalam mencapal kinerja 2. Ravisi Renja
Telili Apakah:
D belakang perubahan/pany
kebijakan telah diungkapkan pada laporan
kinerja.
6| Pengukuran kinefa telah Dapatkan dokumen: 1,00
| mempengaruhi penyesuaian 1. Laporan kinerja tahunan
Aktivitas dalam mencapai kinerja. 2. RewisiPerubahan PK
Telill Apakah:
Dasarflatar belakang perubat tivilas telah
diungkapkan pada laporan kinerja
interim/aporan kinera
7| Pengukuran kinerja lelah Dapatkan dokumen: 1,00
mempengaruhi penyesuaian 1. Laporan Kinerja tahunan g A
Anggaran dalam mencapai kinerja 3. Revisi Anggaran/DPA Perubahan bty W fy Y
T!flﬂ.ﬂ!lllhi vl EME HLL LA C LTS
Dasarflatar belakang perubahan anggaran telah wispadtig b
diungkapkan pada laporan kinerja
TahunaniLapkin
Dty /g
ey,
.| Terdapat efisiensi alas panggunaan Dapatkan dokumen : 1,00
anggaran dalam mencapai kinerja. Laperan kinerja Tahunan/Lapkin
Pastkan  menyajikan  ofl pengg
anggaran dalam mencapai kineda
6| Setiap unitfsatuan kerjn hami Dapalkan dokumen: 1,00
dan peduli alas hasil pengukuran 1. laporan evaluasi inlemalhasil rapat internal|
{kinerja unit

2. laporan kinerja tahunan

Teliti apakah telah dilakukan pembahasan
bersama Pengukuran Kinerja oleh Unit-Unit dari
Satker/dari bidang-bidang dalam Unil Kerja

10| Setiap pegawal memahami dan Dapatken dokumen: 1,00
pedull atas hasil pengukuran kinerja, 1. Penilaian SKP pegawai
t akast T i
terkait pemah akan penguk kinerja,
pegawal
3
. |PELAPORAN KINER.JA 15,00 14,55
.| Terdapat Dokumen Laporan yang
menggambarkan Kinerja 3,00 4 3
Kriteria :
1] Dokumen Laporan Kinena telah Dapatkan dokumer: 1,00 ]
disusun 1. Laporan kinefja tahunan/Lapkin
2| Dokuman Laporan Kinerja telah Dapatkan dokumen: 1,00
disusun secarn berkala. 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin
3| Dokumen Laporan Kinerja lelah Dapatkan: 1,00
diformalkan. 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin
Paslikan Laporan kinerfa telah ditandalanganij
oleh Kepala Satkeriepala Unit/ pejabal yang
berwenang
4|Dokuman Laparan Kinerja tolah Dapatkan: 1,00
direviu 1 Laporan Kinarja Tahunan/Lapkin
Pastikan Laporan kinera lelah direviu oleh
pejabat yang berwenang
5| Gokumen Laporan Kinena telah Pastikan Laporan kinara: 1,00 inspekiorat Ganah
dipublikasikan a. lelah di upload pada website resmi Unit kerja
Teliti apakah :

| Laporan Kinerja lelah diupload pada subsite Unit
Kerja/media lain yang dapat dengan mudah di
akses oleh masyarakal

8| Dokumen Laporan Kinerja telah Pastikan Laporan kmena telah di upicad/bual 1.00 inspekionas Danrah
[diumpaﬂmn tepat waktu. sabalum 31 Maret satiap lahun




Komponen/Sub

rRompanen/Kriter

Unit

Satker

iwaban

Iratan Kriler

(indikator, pengukuran, target dil)
2. Rekemandasi perbaikan kinerjia

Dokumen Laporan Kinerja telah
|memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas
Pencapalan Kinerja, informasi 450 A
keberhasilan‘kegagalan kinerja
sorta upa.n
perbail - 4
Kritaria :
1|Dokumen Laperan Kinerja disusun Dapatkan: dokumen Laporan Kineda danf 1,00 875
secara berkualilas sesuai dengan |Pastikan Laporan Kinera telah
standar a. gungkap luruh tentang
(= paian kinerja
b. mnnmnfoitan perbandllmnn realisasi kinerja rig B
dengan target i
c. menginfokan perbandingan realisasi kinerja|
dengan large! jangka menengah.
d. menginfokan perbandingan lisasi Kinar
dangan realisasi kinefa tahun-lahun ulwlumnya
e. menginfokan kualtas atas capaian Kinega
beserta upaya nyatadan/atau hambatannya.
f  menginfokan efisiensi atas penggunaan
sumber daya dalam mencapai kinerja.
g menginfokan upaya perbaikan dan
penyempumaan kinena ke depan
|(Rekomendasi perbalkan kinerja).
_ h. menyajikan informasi keuangan yang terkait
dengan pencapaian sisaran kinerja instansi
2|Dokumen Laporan Kinera telah Dapatkan: dob Lap Kinerja Pastikan 1,00
|mongungkap seluruh Informasi Laporan Kinerja telah menyajlkan informasi
Itentang pencapaian kinena mengenai pencapaian IKU
Aygetwhid
3|Dokumen Laporan Kinerja telah Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja 1,00 bitgs J{ b It
menpinfokan parbandingan realisasi Pastikan Laporan Kinerja telah: menginfokan i
kinerja dengan targel tahunan, perbandingan realisazi kinarja dengan target
tahunan
4} Dokumen Laporan Kinerja telah Dap Lap Kinerja 1,00
menginfokan perbandingan realisasi Pastikan Laporan Kinerja telah:
kinena dengan larget jangka menginfokan perbandingan realisasi  kinerja Uiy IR ALG §t
menangah dangan target jangka menengah (rensira). At
5 Dokurnen annmn Klnorja tmh {Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja 1.00
perb Pastikan Laporan Kineda felah:menginfokan
lunar_ln dengan realisasi Iuno fa | perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi
tahun-fahun sebelumnya kinerja tahun-tahun sebelumnya.
" B|Dokumen Laporan Kinera telah Dapatkan: dokumen Laporan Kinera 0,75
menginfokan parbandingan realisasi Pastikan Laporan Kinerja lel-ah mnnnlnfokan
|kinerja dengan realiasi kinerja di kinerja
level nasionalinternasional kirmjn di lovel nasional.
“l{Benchmark Kineqa). Teliti apakah terdapat pembahasan|
perbnnd#ngan realisasi kinefja dengan level
! jonal {Benchmark Kineqa)
7|Cokumen Laporan Kinena lelah Dapalkan: dokumen Laporan Kinerja 1,00
menginfokan kualitas alas capaian Pastikan Laporan Kinarja telah:
kinerja beserta upaya nyata 1. menginformasikan upaya nyata terkail
dan/atau hambatannya, keberhasilan
2 menginformasikan hambatan/kegagalan alam
pancapaian kinerja
B|Dokumen Laporan Kinerja telah Dapatkan: dekumen Laporan Kinera 1.00
menginfokan efisions) alas Pastikan Laporan Kinera telah:
penggunaan sumber daya dalam menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber|
mancapal kinerfa daya dalam mencapal kinefa (pada level
Teliti apakah:
terdapat penjelasan lerkait upay&-upaya yang
tafah  dilakub dalam jans| dan
penjelasan atas pauyuhah inefisiensi
penggunaan sumber daya
9| Dokuman Laporan Kinerja telah Dapatkan: dokumen Laporan Kinerja 1.00
fokan upaya perbaikan dan Fastikan Laporan Kinera telah:
penqupurnnn kirml ke dopan 1. Menginfokan upaya perbalkan yang lelah
(Rekt inar dilaksanakan  dalam pancapalan  Kinerja

tivigwipspedave b

ik




riteria

Bobot

Lnit!
Satker

Jawaban Nilai

Pelaporan Kinerja telah
imemberikan dampak yang besar
dalam penyesualan
strategirkebijakan dalam L -
maencapal kinerja barikutnya
Kriteria :
1]Informasi dalam laporan kinerja Dapatkan dokumen. 1,00 100 [https//dove gongle
selalu menjadi perhatian utama 1. Laporan Kinerja tahunani.apkin cam/libefd/ 1083
pimpinan (Bartanggung Jawab). Fastikan Laporan-laporan tersebul telah WV-GRINTLG I
disahkan/diselujui olah Kepala Satker/Unit Kerja P—,
2| Penyajian informasi dalam laporan Dapatkan dokumen: 1,00
kinerja menjadi kepedulian seluruh 1. Penilalan SKP pegawal
pegawai. Lakuk kat terhadap peg
terkait pemahaman akan pelaporan kinerja
3}Informasi dalam laporan kinerja Dapalkan dokumen: 1,00 bt/ Grive googie
berkala lelah digunakan dalam 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin f 11108 30t
penyesualan aklivitas untuk 2. RevisiPerubahan PK wlV-gDRNZLG TR
maencapai kinerja Teliti Apakah, By
D:umaur belakang perubahan aktivitas telah %]
gkapkan pada lop kinerja LU
“nlormas| dalam laporan kinera Dapalkan dokumen- 1,00
oarkala lelah digunakan dalam 1. Laperan Kinerja tahunan/Lapkin
panyesuaian penggunaan anggaran 3. Revistperubahan anggaran
uniuk mencapai kineqa Teliti Apakah:
Dlnrﬂlllr belakang pumbnbnn anggaran telah
gkapkan pada k kinerja
5{Informasi dalam laperan kinerja Capatkan dokumen: 1,00
telah digunakan dalam evaluasi 2. laporan kinerja Tahunan/Lapkin
pencapaian keberhasilan kinerja. Pastikan lap kinerja Tah telah r t AV RN T
rekomendasirencana aksi Aipne trahbe
Telili Apakah: T uspedhioe
1. rekomendasi/rencana aksi telah ditindaklanjull
2. dalam hal fidak ada juslifikasi lain, maka
realisasi largel harus lercapal 100%
6|Infarmasi dalam laporan kinerja Dapatkan dokumen: 1,00 hitps [/ drwe googhe
talah digunakan dalam penyesualan 1. Laporan kinerja tahunan/Lapkin wr/fie 23t
perencanaan kinena yang akan 2. Revisi Renstra ul-g A
dihadapi berkutnya. Telili Apakah:
D flalar belakang perubah
|stralegi lelah diungkapkan pvad.u |aporan kinerja
Tahunan Lapkin
7|Informasi dalam laporan kinerja Unit kefja telah berupay L ist 1,00
selaly mampengaruhi perubahan manahmen k.inalja _yang |u|:lar| mm-qad‘kan
budaya kinerja organisasi, fture)  dalam
borosgunluni mulal dari punp|n-n hingga level
individu.
Telili apakah;
a. indikator individu selaras dengan indikalor
{kinerja lovel dialasnya dan Unit Kena
b. akivilas dalam SKP mendukung indialw"
yang akan dicapai
4 |EVALUASI AKUNTABILITAS 25,00
KINERJA INTERNAL o
4.a|Evaluas| Akuntabliitas Kinerja
| | telah dilaksanak 500 i -
Kritaria
1| Terd d teknis Eval 1. SK atau keput lang Ped Evaluasil 1,00
Ncun\ll:!ltl.u Kinerja Internal. Penyolonggumn Shtlm akunubllnn Kinerja|
i (P 88 Tahun RARLS.
2021) YIOUSYO FTaflgliet)
feicw npething n
2|Evaluasi Akuntabilitas Kinarja Dapatkan dokumen: 100 !
Intemal telah dilaksanakan pada 1. Laporan Kinerja Tahunan/Lapkin
juruh unit kerja/perangkal daerah Pastikan Evaluasi internal lelah dilaksanakan
tachadap seluruh sasaran kinerja




Komponen/Sub

Komponen/Kriteria

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal lelah dilaksanakan secara

berenjang.

Baobot

Linitd

Satker

Jawaban

N

Data Dukung & Uraian Kriteria

Dapatkan dokuman:

1. Laporan Kinera Tahunan/Lapkin

Pastikan evaluasi telah dilaksanakan lerhadap
|capaian indikator hingga fevel unit kerja.

Angka

(0-1)

Dbl papus
108/ ot/
g

Catatan

4.b|

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

I al tolah dilak [
berkualitas dengan Sumber Daya
yang memadal

7,50

75

Kriteria

Evaluasi Akuntabiltas Kineda
Int I telah dila kan sesuai
| standar.

Dapatkan doh i g R
dan pastikan telah menyajikan informasi:

1. Target program dan kegiatan pada tahun
berjalan;

2. Capaian program dan kegiatan yang
dilengkapi dengan data pendukung

3. Anggaran dalam rangka pelaksanaan program
dan kegiatan;

4, Realisasi anggaran per program dan kegiatan;
5. Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja)
yang

aksi o

gkan targel
realisasi

- memuat informasi sasaran strategis, indikator,
kinerja, prog regialan, aksi dan
anggaran

- targel kinerja dan anggaran par triwulan

- capaian kineda dan anggaran per mwulan

Teliti apakah:

a lerdapal kertas kera pendukung capaian|
|program dan kegiatan;

dan kegiatan;

c. Rekomendasi tindak lanjul yang harus
dilakukan unluk periode derikutnya;

d.  Membandingk target aksi
{denganrealisasi dilengkapi  dengan
informasi

yang

b. Analisa keberhasilan atau kegagalan program|

1.00

Evaluasi Akunlabiltas Kinerja
internal teiah dilaksanakan oleh
SOM yang memadai

K

Dapatkan dokumen .

1. SK Tim Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan

2. SK Tim Pengelola Keuangan

3. SK Tim Penyusun Renstra

4. SK Tim Penyusun Lakip

Teliti apakah

a. SDM yang ditlunjuk memiliki kewenangan/|
penanggungjawat kegiatan (koordinalor)

b. SDM terkait pengadaan, kevangan : lelah
memiliki sertifikat keahlian/memiliki pelatihan

c. SDM  lerkail p pelap
pengeiola akunlabilitas . telah memiliki sedifikal,
pelatinan/mengikuli sosialisasi

1,00

Evaluas: Akuntabilitas Kinaga
Intarnal telah dilaksanaken dengan
=ndalaman yang memadai.

|Dapatkan dokumen :

1. SK Tim Menitoring Evaluasi F

Program dan Kegialan

2 SK Tim Pengelola Keuangan

3. SK Tim Penyusun Rensira

4. SK Tim Penyusun Lakip

Telili apakah

a SDM yang ditunjuk memiliki ]

| pananggungjawab kegiatan (koordinalor)

b. SDM terkail pengadean, keuangan @ lelah
|memiliki sertifikal keahlian/memiliki pelatihan

¢ SDM terkail perencanaan, pelaporan,
pengeiola akuntabilitas = lelah memiliki sedifikal
pelatihan/mengikuli sosialisasi

5

Evaluasi Akuntabiltas Kinerja
Internal telah dilaksanakan pada
solutuh unit kera/perangkat doerah

apatkan dokuman:
1. Laporan Kinerja Intenm

ek Eval

F E telah dil L
terhadap seluruh unil kera

1.00

Evaluasi Akuntabliitas Kinerja
Internal lelah dilaksanakan
maenggunakan Teknologl Informasi
{Aplikasi)

i—P telan ki aplikasi yang

- u o, 5 3

dan rencana tindak lanjut telah dilei kedalam
aplikasi tersebut.

hambaltan|

1,00

4.c

Implementas! SAKIP tolah
ingkat karena evaluasi

Akuntabllitas Kinerja internal
sehingga memberikan kesan yang
nyata (dampak) dalam efoktifitas
dan efisiensi Kinerja

12,50

125

|Kritoria -




Komponen/Sub
Komponen'Kriteria

Seluruh rekomendasi atas hasil
evaluasi akuntablitas kinerja internal
telah ditindakianjuti

Univ

Bobot 4
Satker

Jawaban

Nila

Uraian Krileria

Dapatkan dokumen:

1. Laporan evaluasi infemal Inspektorat
2. Laporan KinerjaLapkin
pastikan reh das! atas eval
ditindaklanjuti

Teliti apakah:

LHE SAKIP dari Inspekioral pada pariode tahun
sebelumnya dan pastkan rekomendasi atas
evaluasi internal tersebut telah dilindaklanjuti

i | telah

Catatan

2|Telah lenadi peningkatan Dapatkan dokumen 1.0
implementasi SAKIP dengan L luasi i '
melaksanakan tindak lanjut atas Teliti apakah:
h dasi hasil a. LHE SAKIF dari Insp pada period
akuntablitas Kinerja intemal. tahun sebelumnya dan pastikan rekomendasi|
alas  ovaluasi  intemal tersebul  telah
ditindaklanjuti b. perhatikan apakah adan
peningkatan nilai SAKIP
SIHnlt Evaluas: Akuntabildas Kinerja Dapalkan dokumen: 1,00 hitps [ drive goople
Hamal telah dimanfaatkan unluk Lap i int I dan pastikan comfbie/d/1¥mI A
baikan dan peningkatan rekomendasi atas evaluasi sebelumnya telah tnamAl] h¥s
-nuntabiltas kinarja ditindaklanjuti WKl
Teliti apakah: wiinprdeive by
LHE SAKIF dari Inspekioral pada periode tahun
sebelumnya dan pastikan rekomendasi atas
evaluasi internal tersebut telah ditindaklanjuti
4|Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Dapatkan dokumen. 1,00
Kinerja Intemal telah dimanfaatkan Laporan evaluasi internal dan  pastikan|
dalam mendukung efekiiftas dan rek alas luasi | y
efisiensi kinerja telah ditindakianjuti
Telili apakah: k
LHE SAKIP dar Inspektoral periode tahun
belumnya dan ik raki dasl atas
evaluasi internal sebelumnya telah
ditindaklanjuti
5| Telah tenadi perbaikan dan |Dapatikan dokumen: 1.00
peningkalan kinerja dengan Lap luasi intemal dan pastikan
momanfaatkan hasil evaluasi k dasi atas evaluasi internal sebelumnyal
akur kinena int 1. tefah ditindaklanjuli
Teliti apakah:
LHE SAKIP dari Inspeklorat pada periode tahun
! ya dan pasii L d alas
luasi internal lumnya telah ditindaklanjuti

TOTAL

95,35
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BERITA ACARA
PEMBAHASAN HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan April Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima, telah dilakukan pembahasan terhadap hasil evaluasi atas LKj Inspektorat
Daerah Provinsi Papua Tahun 2024. Hasil evaluasi menunjukkan nilai 95,35 %
(Kategori AA) dengan interprestasi “Sangat memuaskan“. Penilaian tersebut
menunjukkan telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan
efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

Inspektorat Daerah Provinsi Papua menyetujui hasil Evaluasi LK]j tersebut, yang
diuraikan sebagai berikut :

Tanggapan
SKPD
SetujulTidak
Setuju

No | Komponen yang belum tercapai Rekomendasi

1. | Perencanaan Kinerja (28,50%)

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan

1| Setiap pegawai belum sepenuhnya | Agar setiap pegawai
memahami dan peduli, serta | memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai kinerja | berkomitmen dalam mencapai 5'2'.&’03\/
yang telah direncanakan kinerja yang telah
direncanakan melalui
Sosialisasi E-SKP.

2. | Pengukuran Kinerja (27,30%)

2.2 Pengukuran Kinerja telah dilakukan

1) | Belum Terdapat pedoman teknis | Agar terdapat pedoman teknis
pengukuran kinerja dan pengumpulan | pengukuran kinerja dan
data kinerja. pengumpulan data kinerja.

! e Sthav
Pedoman atau SOP tentang | Agar Pedoman atau SOP
pengumpulan data kinerja belum | lentang pengumpulan data
dapat disajikan kinerja dapat disajikan

~ 2) | Belum terdapat mekanisme yang jelas | Agar terdapat mekanisme
terhadap pengumpulan data kinerja | yang jelas terhadap

yang dapat diandalkan. pengumpulan data kinerja ergn
| yang dapat diandalkan.




Pedoman atau SOP tentang
pengumpulan data kinerja belum

dapat disajikan

Agar Pedoman atau SOP
tentang pengumpulan data
kinerja dapat disajikan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan

2.c | Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan
efisien
Belum  sepenuhnya  Pengukuran | Agar Pengukuran  kinerja
Kinerja telah menjadi dasar dalam | menjadi dasar dalam
penempatan /penghapusan jabatan | penempatan//penghapusan Sehav
structural maupun fungsional. jabatan  structural maupun
fungsinal.
Belum terdapat Peraturan atau | Agar Peraturan atau
Keputusan tentang Anjab/ABK yang | Keputusan tentang Anjab /ABK
menjadi dasar dalam penempatan | menjadi dasar dalam
PNS penempatan PNS  dapat
disajikan.
Belum  sepenuhnya Pengukuran | Agar pengukuran kinerja telah
Kinerja mempengaruhi penyesuaian | mempengaruhi  penyesuaian | Sekv ¥V
(refocusing) organisasi. (refocusing) organisasi.
Belum terdapat peraturan atau | Agar peraturan atau keputusan
keputusan tentang Anjab/ABK yang | tentang Anjab/ABK menjadi
menjadi dasar penyesuaian | dasar dalam
/refocusing organisasi. penyesuaian/refocusing
organisasi dapat disajikan.

Pelaporan Kinerja (14,55%)

3.b

perbaikan/penyempurnaannya

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas
atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya

Dokumen Laporan Kinerja belu

Nasional/internasional
(Benchmark Kinerja).

menginfokan perbandingan realisasi Kinerja
kinerja dengan realiasi kinerja dilevel perbandingan realisasi kinerja

Dokumen  Laporan
menginfokan

Agar

dengan realisasi kinerja di
level nasional/internasional
(Benchmark Kinerja).
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Jayapura, 24 April 2025

Tim Evaluasi LKj

Inspektorat Daerah Provinsi Papua

1. MARLINA GIRISI, SE —

2. DIANA FABANYO, S.Pt

ot

3. DORTHEA YAKADEWA, SE., M.Si /




LAMPIRAN 1lI
SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
i INSPEKTORAT DAERAH

Y # Soa-6 0ok 118 Mandala, Kota jeyapura-Papua 99115,
e R e
- e e AT
SURAT PERINTAH
Nomor : X.700.1/4/084/SP-ITPROV/2025
Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

= Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi,- Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja inspektorat Daerah Provinsi

Papua,
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspekiorat Daerah Provinsi Papua Tahun

Anggaran 2025.

MEMERINTAHKAN :
Kepada 1. F.Danny M. K. Korwa, STP., MH :  Penanggung Jawab
2. Marthinus Kambuaya, SE., M.Si . Wakil Pena_nggur_;g Jawab
3. Minanca K. Fatary, S5.50s., M.Si : PenganQais Teknis
4. Marlina Girisi, SE - Ketua Tim
5. Diana Fabanyo, S.Pt Anggota Tim
6. Dorthea Yakadewa, SE., M.Si Anggota Tim
‘_.. ik . 1. Seterimanya Surat Perintah ini segera melaksanakan Evaluasi Kinerja (LKj) pada
inspektorat Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 dengan ketentuan :
a. Lamanya Pemeriksaan : 10 (sepuluh) hari kerja;
b. Beban Biaya . Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat
Daerah Provinei Papua Tahun Anggaran 2025. .
2. Segera melaporkan hasiinya kepada Gubermnur Papua selambat-lambatnya 5 (lima) hari
setelah selesai penugasan. ) _
3. Pegawai Inspekiorat Daerah Provinsi Papua tidak menerima Gratifikasi.
4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan di : Jayapura
Pa - 25
Pit, INSPEKTUR
P
F. DANNY M. K. KORWA, STP., MH
PEMBINA TINGKAT |
NIP. 19750115 200312 1 007
Tembusan

1. Gubermnur Papua di Jayapura (sebaggi laporan);
2. Ingpektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura.



LAMPIRAN IV
REKAPITULASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
KEUANGAN TAHUN 2024 DAN
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
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LAMPIRAN V
REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI ADMINISTRASI
2025 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
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